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Pembangunan sebagai fokus dalam tujuan mengedepankan hak-hak 

masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Prinsip keadilan sosial 

merupakan tujuan utama dari pembangunan, selain dari pertumbuhan 

ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan berarti memberikan hak 

setiap warga masyarakat untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama. 

Hadjisarosa (dalam Lutfi, 2006) mengatakan bahwa kriteria yang digunakan 

dalam menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh 

“tingkat kemudahan” masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

ini berarti semakin besar tingkat kemudahan pada suatu tempat, berarti 

semakin besar daya tariknya untuk menarik sumber daya kegiatan ekonomi. 

Namun demikian, tidak semua daerah secara teoritis seperti hal tersebut, 

misalkan daerah perdesaan. Beberapa daerah perdesaan di Indonesia 

khususnya daerah yang tergolong termajinalkan tentu mengalami kendala-

kendala dalam proses pembangunan. Tiap-tiap desa memiliki kategori dalam 

hal pembangunan terutama terkait dengan klasifikasi dan tipologi desa 

berdasarkan Instruksi Menteri Dalam No. 11 Tahun 1972 tentang 

Pelaksanaan Klasifikasi dan Tipologi Desa dan teori yang diungkapkan oleh 

Asy‟ari (Yabbar & Hamzah, 2015) dalam Nain (2019: 85-86) , antara lain: 

a. Desa Swadaya yang merupakan desa terbelakang dengan budaya 

kehidupan tradisional dan erat dengan adat istiadat. Pada kegiatan 

lembaga-lembaga sosial desanya tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya. Biasanya desa ini cenderung memiliki tingkat 

kesejahteraan yang sangat rendah, sarana dan prasarana minim, 

serta tergantung dengan kondisi alam; 

b. Desa Swakarya merupakan desa yang memiliki perkembangan lebih 

maju dibandingkan desa swadaya karena lebih kuat landasan daan 

perkembangannya. Lembaga-lembaga sosial mulai berfungsi. 
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Penduduknya cenderung melakukan peralihan mata pencaharian 

dari sektor primer ke sektor lainnya; 

c. Desa Swasembada merupakan desa yang memiliki kemandirian 

lebih tinggi dari aspek sosial dan ekonomi. Lembaga sosial desa 

telah berfungsi semestinya sehingga mampu mendorong partisipasi 

masyarakat di berbagai kegiatan pembangunan desa secara 

swasembada. Desa ini cenderung memiliki sarana dan prasarana 

lebih lengkap dengan perekonomian yang mengarah pada industri 

barang dan jasa. Dengan kata lain, sektor primer dan sekunder 

lebih berkembang. 

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa 

adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, tujuan lainnya adalah 

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi 

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh stakeholders terkait dapat ikut serta 

berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, terutama masyarakat dan 

pemerintah desa. Pada dasarnya, pembangunan desa mengedepankan 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Pelaksanaan 

pembangunan desa bisa dibiayai dari berbagai sumber sebagaimana dikutip 

dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, diantaranya: 

(a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; 

(b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

(c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
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(d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota; 

(e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota; 

(f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 

(g) Lain-lain pendapatan desa yang sah. 

Salah satu tantangan pembangunan desa adalah keterbatasan dari 

pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa 

tidak mampu memberikan pelayanan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat karena keterbatasan finansial dan sumber daya manusia 

(Sugiyanto, 2019:224). Oleh sebab itu, diperlukan prioritas pembangunan 

terhadap kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 74 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014). 

Lebih terperincinya pembangunan desa berdasarkan penilaian terhadap 

kebutuhan masayarakat desa yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (4), yaitu: 

(1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

(2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 

tersedia; 

(3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 

(4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi; dan 

(5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. 

Sumber pembiayaan pembangunan desa saat ini banyak mengandalkan 

terhadap dana desa. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi 
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desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian 

Keuangan, 2017:12). Sementara menurut Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

Irawan (2017) dalam Sugiyanto (2019) menyatakan bahwa UU No. 6 Tahun 

2014 secara teoritis sebagai penguat keberadaan desa, tetapi pada 

kenyataannya subsidi dari Pemerintah melalui dana desa justru menciptakan 

ketergantungan desa sehingga jauh dari tujuan awal yaitu kemandirian desa.  

Tujuan dana desa, antara lain: (1) meningkatkan 
pelayanan publik di desa; (2) mengentaskan kemiskinan; 
(3) memajukan perekonomian desa; (4) mengatasi 
kesenjangan pembangunan antardesa; serta (5) 
memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari 
pembangunan (Kementerian Keuangan, 2017:14). 

Beberapa desa mulai mengandalkan dana desa sebagai sumber utama 

dalam pemodalan pembangunan desa, akan tetapi tujuan utama dana desa 

tidak memiliki nilai berkelanjutan. Penelitian Sorlenda (2018) dalam 

Sugiyanto (2019) membuktikan bahwa dana desa sebesar Rp. 283.984.000,00 

di Desa Binuang, Kalimantan Utara belum mampu mengubah kehidupan 

masyarakat secara signifikan baik fisik maupun ekonomi. Menurut Nain 

(2019:117), pemahaman bantuan adalah “segalanya” harus dikesampingkan, 

karena dapat mengabaikan kekuatan modal sosial masyarakat desa dilihat dari 

potensi sosial, ekonomi, dan budaya untuk membangun diri dan 
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lingkungannya secara mandiri. Oleh sebab itu, keberadaan dana desa 

dipandang sebagai peluang dan tantangan dalam pembangunan desa 

bagaimana mengalokasikan dana bagi sektor pembangunan desa 

berkelanjutan. 

Pemerintah desa perlu mengubah persepsi bahwa desa 
berhak atas resapan dana pembangunan dari Pemerintah 
setiap tahunnya menjadi desa yang mandiri dalam 
pengelolaan sumber daya lokal dan dana dari Pemerintah 
hanya sebagai dana stimulan yang bersifat tambahan 
bukan sumber daya utama (Sugiyanto, 2019). 

Permasalahan lain dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah 

partisipasi dan pemberdayaan masyarakatnya. Definisi pemberdayaan 

masyarakat menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 yaitu upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 

prioritas kebutuhan masyarakat desa.  

Tabel 1. Prinsip Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Prinsip Keterangan 

Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan. 

Kebutuhan Prioritas Mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, 

dan berhubungan langsung dengan kepentingan 

sebagian besar masyarakat desa. 

Terfokus Mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 – 

5 jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan 

praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata. 

Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 
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Prinsip Keterangan 

berskala desa. 

Swakelola Mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa. 

Berdikari/mandiri Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan 

kemampuan sendiri. 

Berbasis Sumber Daya 

Desa 

Mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia 

dan sumber daya alam yang ada di desa dalam 

pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa. 

Tipologi Desa Keadaaan dan kenyataan karakteristik geografis, 

sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa 

yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan 

kemajuan desa. 

Kesetaraan Kesamaan dalam kedudukan dan peran. 

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi No 17 Tahun 2019 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

memberikan penjelasan bahwa program dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dan desa (Nain, 2019), diantaranya: 

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

(1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; 

(2) Penyelenggaraan pendidikan tenaga teknis dan masyarakat; dan 

(3) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa. 

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 

(1) Pelatihan keterampilan usaha budidaya tanaman; 

(2) Pelatihan keterampilan manajemen BUMD; 

(3) Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan; 

(4) Pelatihan keterampilan usaha pertanian dan peternakan; 
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(5) Fasilitasi permodalann bagi usaha mikro kecil dan menengah di 

perdesaan; 

(6) Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan 

menengah di perdesaan; dan 

(7) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Membangun Desa 

(1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; 

(2) Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa; 

(3) Pemberian stimulan pembangunan desa; dan 

(4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

(1) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 

pembangunan dan kawasan perdesaan; 

(2) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan 

keuangan desa; 

(3) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen 

pemerintahan desa; dan 

(4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 

Desa 

(1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa; 

(2) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Desa; 

dan 

(3) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. 

Purwaningsih (2008) dalam Mardhiah (2016) menyebutkan bahwa 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai nilai murni dalam 

menjalankan sistem pemerintahan yang model bottom up. Partisipasi 



 9 

masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilakukan pada tahapan 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan (Mardhiah, 2016). 

Tetapi Lisnawati & Lestari (2019) menambahkan bahwa masyarakat juga 

harus dilibatkan sebagai pengawas kegiatan dalam pembangunan desa. 

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak bisa hanya pada satu tahapan 

saja tetapi harus dari awal hingga akhir sehingga tercipta pembangunan yang 

berkelanjutan. Kelemahannya adalah mampukah masyarakat menjadi aktor 

pembangunan dilihat dari sisi kapasitas sumber daya manusianya. Penelitian 

Lisnawati & Lestari (2019) di Desa Bunghu, Aceh Besar  menunjukkan 

bahwa kelemahan pembangunan desa juga dikarenakan faktor bendahara 

yang belum paham dengan pembuatan laporan keuangan sehingga ketakutan 

ada kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan. Oleh sebab itu, muncul 

permasalahan bahwa masyarakat hanya dipandang sebagai obyek 

pembangunan saja sehingga akan menimbulkan ketergantungan dengan 

pemerintah supradesa dan pada gilirannya masyarakat jauh dari kemandirian 

(Nain: 2019). Hal ini tentu menodai tujuan ditetapkannya pengaturan desa 

yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 6 Tahun 2014 yang merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 yaitu memperkuat masyarakat desa sebagai 

subyek pembangunan dan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna 

kesejahteraan bersama. Salah satu aktor yang mendorong pembangunan 

adalah kepala desa. Peran kepala desa adalah sebagai motivator, fasilitator, 

dan inovator dalam pembangunan desa (Sarpin, 2017). Dengan demikian, 

masih terdapat tantangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 

manusia dalam mendukung pembangunan desa.  
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Salah satu strategi inovatif dalam pembangunan wilayah perdesaan di 

Indonesia adalah menyelenggarakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 

Dengan adanya BUM Desa yang diperkuat pula oleh dokumen kepranataan 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa bukan lagi dipandang sebagai 

latar belakang saja tetapi garda depan pembangunan nasional. Tujuan dari 

pendirian lembaga usaha desa ini adalah memperkuat perekonomian desa 

yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penjelasan Dalam Pasal 87 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 

menyebutkan bahwa BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi 

pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga berorientasi untuk mendukung 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

No 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bahwa BUM Desa adalah badan usaha 

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Implikasinya BUM Desa yang 

dibentuk oleh Pemerintah Desa harus mampu mendayagunakan segala 

potensi ekonomi, lembaga, sumber daya alam, dan sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan dari lembaga usaha desa tersebut. Di satu sisi, 

keberadaan BUM Desa memberikan tantangan bagi masyarakat khususnya 

pengelola lembaga tersebut untuk mandiri dan berwirausaha. Hal ini sesuai 

dengan anggapan dari Agusta, et al (2014:25) bahwa akses kelembagaan lokal 

(BUM Desa) merupakan salah satu sumberdaya di sekitarnya yang 

mengarahkan pada kondisi kemandirian masyarakat untuk kemudian 

berusaha dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan lembaga 

tersebut. 
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Pada tahun 2017 terdapat 392 desa yang tersebar di empat kabupaten 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan baru 140 desa yang telah 

memiliki BUM Desa (Hakim, 2017). Dalam proses pengembangan BUM 

Desa, kerap kali terkendala oleh berbagai aspek, seperti sumber daya manusia 

yang tentu akan berpengaruh terhadap kualitas lembaga tersebut(Hakim, 

2017; Ismono, 2019; & Amri, 2015). Hal ini diakui pula oleh Priyo Handoyo 

selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman 

banyak desa yang ingin membentuk BUM Desa dan BUM Desa yang saat ini 

ada masih terkendala oleh sumber daya manusianya (Aprita, 2018). Dampak 

kurangnya kapasitas sumber daya manusia terhadap BUM Desa seperti 

pengelola lembaga usaha tersebut akan bingung dan kesulitan untuk 

mengembangkan usahanya. Berbeda lagi kasus BUM Desa di Kabupaten 

Kulon Progo yang banyak tergolong tidak rutin dan 15 lembaga dimasukkan 

dalam kategori tidak sehat karena operasionalnya telah macet dan hanya 

mengandalkan sektor simpan pinjam (Dewantara, 2019). Hal ini dapat dilihat 

dari indikator tingkat pengembalian pinjaman anggotanya yang melebihi 5% 

dan besarnya biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan. Dengan 

demikian, BUM Desa yang ada di DIY ditantang untuk mampu mengelola 

lembaga tersebut demi mencapai tujuan awal pendiriannya. 

Tujuan khusus dalam penulisan buku ini adalah mengetahui 

karakteristik BUM Desa dan mengevaluasi penyelenggaraan BUM Desa di 

empat kabupaten di DIY serta memberikan sumbangsih ide dalam 

pengembangan BUM Desa lainnya di DIY. Buku ini merupakan hasil dari 

penelitian yang memiliki nilai positif terhadap agenda prioritas berskala 

nasional dalam Nawa Kerja (9 agenda prioritas) yaitu pembentukan dan 

pengembangan 5.000 BUM Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
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Pembangunan desa acap kali bukan menjadi prioritas dibandingkan 

dengan perkotaan dengan melihat indikator kesejahteraan masyarakat dan 

fasilitas yang dimilikinya. Kesenjangan ekonomi antarkedua daerah ini 

menjadi tantangan bagi negara. Oleh sebab itu, migrasi penduduk desa ke 

kota masih menjadi pilihan masyarakat terutama usia produktif. Implikasinya 

akan berimbas pada pembangunan desa yaitu tingkat partisipasi 

pembangunan daerah asalnya menjadi rendah. Rendahnya tingkat partisipasi 

masyarakat menyebabkan tertinggalnya suatu desa. Berdasarkan Kementerian 

Dalam Negeri tercatat masih adanya desa tertinggal sebanyak 32.379 

(45,86%) yang terdiri dari 29.634 (41,97%) kategori tertinggal dan 2.745 

(3,89%) kategori sangat tertinggal (Nain 2019).  

Pemerintah harus selalu berinovasi untuk memberikan pelayanan 

publik guna menggerakkan roda kehidupan desa, khususnya aspek ekonomi 

lokal (Sugiyanto, 2019). Salah satu inovasinya adalah memberdayakan 

lembaga tingkat desa/lokal, seperti BUMDesa. Menurut Esman & Uphoff 

(1984) dalam Qodir (2011:52) beberapa efisiensi yang didapat bila 

memberdayakan lembaga lokal untuk pembangunan, antara lain: 

a) Lembaga lokal membantu menyediakan informasi yang akurat dan 

representatif tentang kebutuhan, prioritas, dan kemampuan 

masyarakat; 

b) Lembaga lokal mampu memfasilitasi kemampuan adaptasi program 

pembangunan terhadap variasi lingkungan fisik dan sosial yang 

beragam; 

c) Lembaga lokal dapat membantu dalam komuunikasi kelompok; 

d) Lembaga lokal memberdayakan sumberdaya manusia melalui 

gotong royong; 

e) Lembaga lokal mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman 

kolektif;  
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f) Lembaga lokal bisa diberdayakan dalam pemanfaatan dan 

pemeliharaan fasilitas dan pelayanan; dan 

g) Lembaga lokal mampu memberdayakan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan program. 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BUMDesa adalah badan 

usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa 

melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang 

dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa. BUMDesa sebagai 

lembaga yang mempromosikan dan mengembangkan potensi-potensi sumber 

daya alam di desa sehingga menjadi solusi alternatif peningkatan pendapatan 

pemerintah desa dan juga sebagai lembaga pemberdaya masyarakat 

(Sugiyanto, 2019).  

BUMDesa merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberikan 

perubahan kepada masyarakat sekitarnya. Perubahan yang diimaksud adalah 

adanya peningkatan kesejahteraan terutama dalam hal ekonomi dan sosial. 

BUMDesa sendiri kebanyakan merupakan lembaga yang awalnya dibentuk 

oleh pemerintah kemudian dijalankan secara profesional oleh desa untuk 

mencapai misi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut 

(Nugroho, 2015). Menurut Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 bahwa hasil usaha 

BUMDesa dimanfaatkan untuk: (a) pengembangan usaha; dan (b) 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan 

untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 

bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. 
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Saat ini setiap tahunnya, jumlah BUMDesa di Indonesia mengalami 

peningkatan jumlah unitnya. Dilansir dalam www.lokadata.id (diakses 15 

September 2020) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan jumlah BUMDesa 

dari tahun 2014 hingga tahun 2019 yaitu dari 1.022 unit menjadi 50.199 unit. 

Dengan demikian, setiap tahunnya terjadi peningkatan pembentukan 

BUMDesa di berbagai daerah di Indonesia. 

 

Gambar 1. Peningkatan BUMDesa di Indonesia Tahun 2014-2019 

Sumber: www.lokadata.id, diakses 15 September 2020 

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

menyebutkan bahwa BUMDesa bakal menjadi lokomotif untuk 

menggerakkan roda perekonomian perdesaan. Keuntungan tidap usaha yang 

dijalankan oleh BUMDesa bervariatif bahkan sampai ada yang memiliki 

keuntungan nominal milyaran seperti di daerah Pandeglang, Provinsi Banten. 

Akan tetapi, ada pula yang BUMDesa yang terkendala dalam usahanya 

sehingga tergolong pasif dan cenderung berhenti unit usahanya.  

http://www.lokadata.id/
http://www.lokadata.id/
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Tujuan dari pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

No 4 Tahun 2015, ditujukan agar desa berpartisipasi dalam pembangunan. 

BUMDesa memiliki keanggotaan yang melibatkan masyarakat sekitarnya 

karena dianggap sebagai pihak yang paling mengetahui potensi wilayahnya 

(Adisasmita, 2006:2). Oleh sebab itu, sumber daya manusia sebagai 

pengelolanya menjadi pertimbangan penting dalam pendirian dan 

pengembangan BUMDesa. Menurut Brito & Oliveira (2016:105), sumber 

daya manusia merupakan investasi yang sangat berpengaruh terhadap 

performa sebuah organisasi. Selain dari sumber daya manusia terdapat pula 

masalah lainnya, seperti kondisi geografis, sumber daya alam yang kemudian 

berhubungan pada konteks pembangunan desa yang meliputi: partisipasi 

ketenagakerjaan, akses dan kesempatan terhadap faktor produksi/sumber 

daya, teknologi, sumber pembiayaan, dan informasi pasar (Nugroho & 

Dahuri, 2012:218). Salah satu contohnya BUMDesa Tepian Makmur yang 

terhalang perkembangannya karena faktor teknologi guna memaksimalkan 

hasil produksi (Rizki, 2018:56). 

Menurut laman www.berdesa.com dalam Sugiyanto (2019), jenis-jenis 

usaha yang bisa dijalankan BUMDesa, diantaranya: 

(1) Bisnis sosial yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, 

seperti: pengelolaan air minum, pengolahan sampah, dan 

sebagainya. 

(2) Keuangan/banking yaitu membangun lembaga keuangan untuk 

memudahkan masyarakat mendapatkan akses modal yang mudah 

dan bunga kecil. 

(3) Bisnis penyewaan kebutuhan warga, seperti: gedung serba guna, 

traktor, dan sebagainya. 

(4) Lembaga perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada 

pasar yang lebih luas dan memperpendek jaluk distribusi komoditas 

menuju pasar (mengurangi kuasa tengkulak). 

http://www.berdesa.com/
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(5) Lembaga perdagangan atau usaha penjualan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, seperti: pom bensin bagi kapal 

nelayan, pabrik es untuk ikan, dan sebagainya. 

(6) Lembaga yang menyelenggarakan usaha bersama di desa, seperti 

mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya bagi 

masyarakat dalam kegiatan usaha wisata tersebut. 

(7) Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa 

seperti pelaksana proyek desa. 

Upaya pengembangan BUMDesa tergolong tidak mudah. Beberapa 

BUMDesa tidak langsung mendapatkan keuntungan dari unit usaha tetapi 

perlu berinovasi dan konsisten dalam mencapai tujuan. Di berbagai daerah 

Indonesia terdapat banyak kelemahan dalam penyelenggaraan BUMDesa. 

Penelitian lain yang memberikan gambaran kelemahan penyelenggaraan 

BUMDesa yaitu Sumarjono (2018) dengan fokus efektivitas BUMDesa. 

Temuan penelitiannya adalah BUMDesa tersebut belum efektif dalam 

pengembangan desa wisata karena faktor: (1) terjadinya inkonsistensi dalam 

komunikasi; (2) penyelahgunaan wewenang; (3) penyimpangan para petugas; 

dan (4) tidak adanya Standart Operating Procedures/SOP dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya. Penelitian Sumarjono di atas menunjukkan adanya 

masalah penting di dalam internal BUMDesa yang ditakutkan akan 

berpengaruh terhadap produktivitas lembaga tersebut. Padahal lembaga 

seperti BUMDesa diharapkan menjadi penggerak roda pertumbuhan bidang 

ekonomi yang dikelola oleh warga desa sendiri sehingga tercapai desa mandiri 

dan otonom (Faedlulloh, 2018:2). Lebih ditekankan lagi bahwa BUMDesa 

sebagai lembaga yang memberikan ketahanan ekonomi sehingga mampu 

mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai 

dengan kearifan lokal desa tersebut (Fatimah, 2018:122). 

Pada dasarnya, kunci sukses dalam rangka mensejahterakan masyarakat 

dalam membangun desa (bermodalkan BUMDesa) adalah kuatnya sentuhan 
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inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat 

(termasuk pengelola lembaga) dalam mewujudkan cita-cita bersama 

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017:3). Implikasinya adalah 

pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh aparat pemerintah desa dan 

pengelola BUMDesa tetapi butuh pula dukungan, prakarsa, dan partisipasi 

masyarakat itu sendiri. 
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A. BUMDesa Tridadi Makmur 

BUMDesa Tridadi Makmur didirikan pada tahun 2017 dengan 

dasarnya ingin membentuk lembaga usaha yang mampu meningkatkan 

kapasitas masyarakat dan pendapatan desa. Adapun dasar hukum 

pembentukan BUMDesa Tridadi Makmur adalah Peraturan Desa Tridadi 

Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 

Tujuan dari pendirian BUMDesa Tridadi Makmur karena ingin mengurangi 

pengangguran di desa tersebut sehingga tercipta kemakmuran Desa Tridadi. 

Penyelenggaraan BUMDesa ini juga didasarkan pada upaya Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang 

menginstruksikan setiap desa memiliki BUMDesa.  

“Tujuan didirikannya BUMDesa Tridadi Makmur, 
antara lain: menambah PAD, meningkatkan 
kemakmuran Desa Tridadi, dan saat ini mampu 
menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 80% dan 20% 
dari luar berdasarkan profesionalitas.” Wawancara 
dengan Amin (35 tahun). 

Dalam laporan tahunan BUMDesa Tridadi Makmur secara lengkapnya, 

tujuan BUMDesa, meliputi: 

1. Meningkatkan perekonomian desa; 

2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

desa; 

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa; 

4. Mengembangkan kerjasama usaha antardesa; 

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga; 

6. Membuka lapangan kerja; 
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7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; 

dan 

8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli 

desa. 

Menurut hasil wawancara dengan Amin (35 tahun) sebagai Kasi 

Pelayanan Pemerintah Desa Tridadi, berdasarkan instruksi Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kemudian 

dilakukan musyawarah internal desa, kasi-kaur, kecamatan, kepala desa untuk 

merancang pembentukan BUMDesa sesuai pedoman dari Pemerintah. Dalam 

musyawarah tersebut didapatkan informasi pembukaan rekruitmen pengurus 

BUMDesa dengan orang khusus profesional dan bisnis. Usaha pertama 

BUMDesa Tridadi Makmur adalah pengembangan tanaman hias sebelum 

adanya Puri Mataram dan berjalan hingga 3-6 bulan. Kegiatan pengembangan 

tanaman hias atau aglonema dilakukan selama 2 tahun untuk upaya 

pengembangannya tetapi baru ke tahun 3 bisa menjualnya. Saat ini jumlah 

karyawan sebanyak 5-6 orang dan semuanya berasal dari Desa Tridadi. 

Keuntungan yang didapat dari unit usaha ini fluktuatif tetapi ketika turun 

tidak drastis. 
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Gambar 2. Usaha Budidaya Agronema 

Sumber: dokumentasi tim peneliti, 2020 

Unit usaha kedua yang diselenggarakan oleh BUMDesa Tridadi 

Makmur adalah unit usaha berbasis wisata berupa Puri Mataram dengan 

konsep wisata alam dan kuliner. Dengan menggunakan seni jawa dan 

mengandalkan lingkungan alam sekitar maka terbentuklah suatu kawasan 

wisata. Pada tahun pertama target awal tidak ada bagi hasil dengan 

pemerintah desa dan masyarakat. Penyelenggaraan Puri Mataram didanai 

dengan sistem saham yaitu 51% milik pemerintah desa dan 49% milik 

masyarakat. Di tahun kedua, Puri Mataram sudah mampu menambah 

sejumlah karyawan di restoran, café, wahana, di luar tenaga teknis seperti 

tukang( sesuai kebutuhan). 

Visi unit usaha BUMDesa Tridadi Makmur yaitu “menjadi destinasi 

wisata unggulan berbasis budaya mataram.” Untuk mewujudkan visi tersebut 

maka diperlukan misi, antara lain: 

a. Mengembangkan destinasi wisata berbudaya mataram tempo 

dulu; 

b. Memberikan pelayanan terbaik berbasis kearifan lokal; 
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c. Mengembangkan pertanian berbasis wisata edukasi ; 

d. Mengelola usaha berbasis masyarakat dengan mengutamakan 

profesionalitas dan akuntabilitas; 

e. Mencetak wirausaha baru. 

Strategi yang digunakan dalam mengembangkan unit usaha, 

diantaranya: 

1. Menyelenggarakan wisata unggulan berbasis kearifan lokal secara 

profesional; 

2. Menciptakan spot wisata alam, taman hewan dan tanaman berbasis 

budaya dan edukasi; 

3. Menciptakan kuliner dengan konsep tradisional; 

4. Mengembangkan sumber daya lokal berkualitas optimal. 

Keunggulan BUMDesa Tridadi Makmur adalah dimulai dari nol dari 

tanpa memiliki usaha kemudian pemimpin BUMDesa melakukan 

perencanaan, mengajak masyarakat sekitar, hingga pengelolaan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kholik (47 tahun) selaku direktur BUMDesa Tridadi 

Makmur program lembaga berdasarkan analisa pasar dan potensi sumber 

daya. Pertama, Yogyakarta merupakan kota wisata menarik dan terbuka lebar 

bagi wisatawan. Kedua, analisa potensi sumber daya yang dimiliki seperti 

potensi tanah kas desa untuk dikelola dengan baik. Pada unit usaha budidaya 

agronema dianggap nilai ekonomisnya mengalami harga naik turun. Sewaktu 

harga turun, keuntungan hasil penjualan agronema masih diangka 150%. 

Dengan demikian, tidak ada kata rugi bagi petani agronema. Dari sisi 

masyarakatnya banyak yang bersedia menjadi petani agronema karena suka 

menanam. Pada analisis pasar, wisatawan saat ini menyukai konsep back to 

nature sehingga menjadi potensi pengembangan wisata alam dan budaya. 
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Pemodalan usaha bagi BUMDesa pada awalnya berasal dari dana desa 

sebanyak Rp. 68.000.000,00. Sisanya hasil dari menghimpun dana sukarela 

masyarakat untuk menutupi kekurangan. Tidak hanya dari masyarakat saja 

tetapi juga perangkat desa, kepala dusun, ketua RT/RW, dan tokoh 

masyaraka diminta untuk berkorban secara sukarela dalam hal pendanaan 

kegiatan BUMDesa. Bagi direktur BUMDesa, lembaga BUMDesa jarang bisa 

mengakses permodalan ke bank karena harus ada syarat jaminan padahal 

tanah kas desa tidak mungkin bisa dijadikan jaminan. Tahun kedua 

pemodalan dari dana desa naik menjadi Rp. 101.801.750,00. Tentu saja ini 

sudah baik dalam hal pemodalan usaha BUMDesa. Kemudian tahun ketiga 

dan direncanakan pemodalan bagi BUMDesa per tahunnya sebesar Rp. 

300.000.000,00. Meski demikian, bagi direktur BUMDesa masih tergolong 

kecil karena untuk menambah sarana prasarana dengan konsep destinasi 

wisata membutuhkan modal besar. Pemerintah Desa tetap akan membantu 

dalam hal penyertaan modal BUMDesa Tridadi Makmur sesuai dengan 

Peraturan Desa Tridadi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal 

Pemerintah Desa Tridadi Kepada Badan Usaha Milik Desa Tridadi Makmur 

yang isinya akan menyertakan modal hingga tahun 2034 keseluruhan 

sebanyak Rp. 4.500.000.000,00 yang diturunkan secara bertahap per tahun. 

“Sarana dan prasarana masih terus kita tingkatkan karena 
destinasi wisata itu modalnya besar. Coba untuk 
menjadikan Gembira Loka, Taman Pintar, SKY, Tebing 
Breksi berapa milyar yang dikeluarkan. Kalau tinggal 
mengelola tidak memikirkan uang, ini kita membangun 
destinasi wisata dari nol bikin kolam dan sebagainya. 
Kami dari BUMDes tidak mempunyai kemampuan untuk 
itu tapi kita merambah sedikit demi sedikit.” Wawancara 
dengan Kholik (47). 

Rata-rata kunjungan wisatawan per bulan sebelum pandemik sebanyak 

18.000 sampai dengan 20.000 orang. Jika peak season, seperti liburan jumlah 

wisatawan naik hingga 60.000 sampai dengan 70.000 per bulan. Namun 
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demikian, saat pandemik mengalami penurunan drastis yaitu hanya 2.000 

orang per bulan.  

 

Gambar 3. Suasana Puri Mataram 

Sumber: hasil dokumentasi tim peneliti, 2020 

Permasalahan BUMDesa Tridadi Makmur terletak pada sumber daya 

manusia sebagai pengelolanya. Masih banyak sumber daya manusianya yang 

belum bisa baca karena dahulu tidak sekolah. Dari sisi kualitas secara formal, 

SDM pengelola hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Hal ini berimbas pada 

kurang optimalnya untuk melayani wisatawan dan pengelolaan lembaga 

terkait keuangan.  Oleh sebab itu, diberikan pelatihan dalam hal pelayanan 

ramah kepada wisatawan bagi pengelolanya. Meskipun teknis tetapi pelayanan 

yang baik akan berimbas pada minat kunjungan wisatawan dan citra Puri 

Mataram. Di satu sisi, diperlukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan 

keuangan dan manajemen lembaga.  

Ada beberapa target atau tujuan besar dan utama dengan berdirinya 

BUMDesa Tridadi Makmur menurut pendapat Kholik (47), diantaranya: 
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(b) Memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa dengan 

nominal lebih dari yang diberikan Pemerintah kepada 

pemerintah desa.  

(c) Berorientasi menjadi petani agronema terbesar di Indonesia. 

BUMDesa Tridadi Makmur masih berupaya dalam mewujudkan 

tujuannya. Tujuan pertama, dalam waktu lima tahun ke depan BUMDesa 

harus mampu memberikan pendapatan asli desa lebih besar dari yang 

diberikan Pemerintah kepada pemerintah desa. Meskipun saat ini sudah 

memberikan kontribusi pendapatan asli desa sebanyak Rp. 300.000.000,00. 

Hal ini ditujukan ketika dana desa berhenti karena kebijakan politik yang 

berbeda maka BUMDesa selalu siap ikut serta dalam pembangunan desa. 

Tujuan kedua, saat ini BUMDesa Tridadi Makmur diakui oleh direktur 

BUMDesa telah masuk 10 besar. Namun demikian, masih dianggap kurang 

karena BUMDesa tersebut yakin bisa menjadi nomor satu. Kendalanya 

adalah kurangnya pemodalan dan memang saat ini masih impor sehingga 

diperlukan pelatihan pula bagi sumber daya manusianya dalam 

membudidayakan tanaman agronema. 

BUMDesa Tridadi Makmur berupaya agar unit usahanya mampu 

dikenal lebih luas oleh publik. Salah satu caranya adalah memaksimalkan 

promosi wisata melalui media sosial seperti facebook, instagram, jasa endorse, 

dan sebagainya. Selain itu, kerjasama juga dengan pihak ketiga yaitu biro jasa 

travel agent, kantor, dan perguruan tinggi. Dahulu kegiatan promosi awalnya 

menggunakan sistem lama yaitu marketing ke jalan agar lebih diketahui oleh 

publik. Hal yang paling penting untuk ajang promosi adalah membuat sesuatu 

menjadi viral sehingga mudah menarik perhatian wisatawan. Salah satu yang 

menjadi titik viral adalah ketika kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta 

jajaran pejabat kementerian/lembaga yang datang berkunjung ke Puri 
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Mataram. Tidak hanya dari peningkatan jumlah wisatawan tetapi juga mulai 

mendapatkan perhatian karena kucuran dana desa dari Pemerintah. 

B. BUMDesa Panggung Lestari 

BUMDesa Panggung Lestari dibentuk pada bulan Maret 2013 sebagai 

upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang 

mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Ada berbagai macam usaha 

yang dilakukan oleh BUMDesa Panggung Lestari menurut Peraturan Desa 

Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa 

Panggung Lestari yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Usaha BUMDesa Panggung Lestari 

No Jenis Usaha Unit Usaha 

1 Bisnis sosial ekonomi - Pengelolaan sampah & limbah rumah 

tangga; 

- Penyediaan air minum; 

- Penyediaan energi alternatif dan usaha 

listrik desa; 

- Pelayanan jasa resi gudang; dan 

- Sumber daya lokal dan teknologi tepat 

guna lainnya. 

2 Bisnis penyewaan - Los pasar desa; 

- Gudang & pertokoan; 

- Gedung pertemuan dan gedung 
olahraga; 

- Perkakas pesta; 

- Tanah milik BUMDesa Panggung 
Lestari; dan 

- Barang sewaan lainnya. 

3 Bisnis Jasa Perantara - Jasa pembayaran listrik; 

- Jasa pelayanan lainnya. 

4 Bisnis Produksi dan Berdagang - Hasil pertanian; 

- Hasil olahan produk pertanian; 

- Sarana produksi pertanian; dan 
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- Kegiatan bisnis produktif lainnya. 

5 Bisnis keuangan - Hasil konsolidasi semua lembaga 
keuangan mikro 

6 Bisnis Usaha Bersama - Desa wisata; 

- Kegiatan usaha bersama yang 
mengkonsolidasikan jenis usaha lokal 
lainnya. 

Sumber: Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015  

 

Gambar 4. Contoh Unit Usaha BUMDesa Panggung Lestari 

Sumber: hasil survei lapangan, 2020 

Unit usaha yang dilakukan oleh BUMDesa Panggung Lestari tergolong 

banyak. Menurut Pamuji (45 tahun) selaku Direktur BUMDesa tahun 2013 

sampai tahun 2016 mengembangkan beberapa unit usaha seperti agro dan 

pertanian, pengolahan minyak nyamplung (tamanu oil) yaitu minyak nabati 

yang dihasilkan dari proses pemerasan biji nyamplung sebagai bahan 

biodiesel/biosolar sejumlah 500-600 liter per bulan, swalayan desa (swadesa), 

wisata edukasi, kuliner kampung mataraman, sistem aplikasi pasar yaitu 

website pasardesa.id yang menjual hasil pertanian BUMDesa, dan unit usaha 

berbadan hukum yaitu PT. Sinergi Panggung Lestari yang bergerak dalam 

pengolahan minyak goreng bekas untuk bahan bakar yang bekerja sama 

dengan Danone Aqua. Dari hasil beberapa unit usaha tersebut, BUMDesa 
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Panggung Lestari meraup keuntungan sebanyak 1,2 Milyar tahun 2016. 

Tahun 2017 meningkat menjadi 2,8 Milyar kemudian meningkat lagi tahun 

2018 sebanyak 4,2 Milyar, dan tahun 2019 menjadi 5,7 Milyar. Namun 

demikian, bagi Direktur BUMDesa tingkat keuntungannya tetap relatif kecil 

karena tidak hanya profit yang dicari tetapi benefitnya pula. Maksud dari 

pernyataannya adalah tidak hanya mengejar keuntungan dari sisi pemasukan 

lembaga tetapi keberjalannya unit usaha bisa maju/berkembang atau 

tidaknya. 

Sementara dalam hal bagi hasil usaha BUMDesa dibagi menurut 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tiga puluh lima per seratus (40%) digunakan untuk penambahan 

modal BUM Desa „Panggung Lestari‟; 

b. Empat puluh per seratus (35%) disetorkan kepada Pemerintah Desa 

sebagai Pendapat Asli Desa; 

c. Dua puluh per seratus (20%) digunakan untuk tunjangan prestasi 

bagi pengurus dan karyawan; 

d. Lima per seratus (5%) digunakan untuk dana sosial. 

Dalam Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari, maksud pembentukan BUMDesa 

adalah (1) untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; dan (2) untuk meningkatkan 

kemampuan Pemerintah Desa Panggungharjo dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai 

kegiatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, tujuan pembentukan BUMDesa 

Panggung Lestari tercantum dalam Pasal 4, meliputi: 
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(1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan 

yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan 

masyarakat; 

(2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal seta 

meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan 

dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha 

perdesaan; 

(3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan 

mengelola pembangunan perekonomian desa; 

(4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif 

masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; 

(5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; 

dan 

(6) Meningkatkan pendapatan asli desa. 

 

 

Gambar 5. Logo BUMDesa Panggung Lestari 

Sumber: dokumentasi BUMDesa Panggung Lestari, 2020 
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Secara struktur organisasi BUMDesa Panggung Lestari terdiri dari satu 

orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, kepala unit usaha, 

dan anggota.  Di atasnya, terdapat penasehat yaitu Lurah Desa dan pengawas 

yang merupakan unsur BPD.  

 

Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi BUMDesa Panggung Lestari 

Sumber: Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 

Produk unggulan BUMDesa Panggung Lestari adalah Kelompok 

Usaha Pengelolaan Sampah atau dikenal dengan istilah KUPAS. Hal ini 

dilakukan dengan dasar dua perspektif, yaitu kesehatan lingkungan dan bisnis 

(usaha). Di Desa Panggungharjo terjadi kondisi yang memprihatinkan yaitu 

semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan karena semakin banyak 

volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dosmestik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Pamuji (45 tahun) bahwa warga kerap membuang sampah 

di pinggir jalan sehingga pemerintah desa berinisiatif mendirikan BUMDesa 

yang tugasnya mengelola sampah. Oleh sebab itu, perlu penanganan aksi yang 

nyata dalam pengelolaan sampah. Dengan kehadiran KUPAS diharapkan 
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menyelesaikan masalah sampah terhadap lingkungan hidup dan 

meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

“Warga desa itu pelaku penghasil sampah belum bisa 

mengelola dan mengolah sehingga saat itu banyak sekali 

di wilayah Panggungharjo ditemukan sampah di pinggir 

jalan, atas dasar itu diinisiasi pemerintah desa mendirikan 

BUMDesa.” Wawancara dengan Pamuji (45 tahun) 

Pada awalnya KUPAS hanya bekerja di tingkat padukuhan melalui 

program pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, atas prestasinya yang 

diapresiasikan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo kemudian lingkup 

wilayahnya meningkat menjadi tingkat desa, tepatnya tanggal 25 Maret 2013. 

Dasar pembentukan BUMDesa Panggung Lestari adalah Peraturan Desa 

Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2013 yang kemudian diperbaharui dengan 

Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa Panggung Lestari. Adapun slogan BUMDesa ini adalah “Peduli 

Sampah untuk Masa Depan Anak Cucu Kita.”  

 

Gambar 7. Kegiatan KUPAS 

Sumber: hasil survei lapangan, 2020 
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Ada beberapa manfaat dari kegiatan KUPAS, antara lain: 

1) Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta 

lingkungan hidup perdesaan yang sehat; 

2) Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa; 

3) Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah 

tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Indonesia. 

KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan di 13 padukuhan di 

Desa Panggungharjo. Modal awal KUPAS adalah Rp. 37.000.000,00 yang 

kemudian meningkat menjadi 9 kali lipat yaitu sebesar Rp. 344.363.500,00. 

Menurut Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari permodalan diatur sekurang-

kurangnya 60% merupakan kekayaan milik desa yang dipisahkan dari 

pemerintah desa. Ada pula permodalan dari perbankan Bank Negara 

Indonesia (BNI) dengan cara menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

menjamin BUMDesa dan tidak perlu mengajukan agunan dengan maksimal 

Rp. 5.000.000,00. Namun demikian, dengan memperhatikan laba yang 

didapat BUMDesa tidak ada lagi penyertaan modal karena dianggap telah 

mampu menurut Pemerintah Desa Panggungharjo. Oleh sebab itu, 

BUMDesa Panggung Lestari mampu menambah tenaga kerja lagi yang saat 

ini memiliki tenaga kerja sebanyak 20 orang khusus KUPAS. Kehadiran Unit 

KUPAS juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan 

ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun 

pedukuhan seperti Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan 

Gorengan) di Pedukuhan Dongkelan, pendidikan anak usia dini dengan 

pembiayaan berbasis sampah di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin 

daur ulang. Di unit usaha bank sampah terdapat program menabung sampah 

mendapatkan emas bagi nasabah yang bekerjasama dengan pegadaian. 
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Secara keseluruhan total pegawai di BUMDesa Panggung Lestari 

sebanyak 98 orang. Sistem perekruitmennya diutamakan warga lokal dan 

tidak mengikat pada jenjang pendidikan untuk tenaga operasionalnya. 

Sementara tenaga manajemennya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan. Dalam proporsi tenaga kerja,  sebanyak 90% berasal dari dalam 

desa sementara 10% dari luar desa. Menurut Pamuji (45 tahun) untuk SDM 

memang dari sisi pendidikan kurang tetapi dirasa cukup, terkait dengan 

kapasitas pengelolaan SDM semuanya harus berjenjang. Hal ini juga 

dirasakan oleh Yulitrisniati (47 tahun) selaku Sekretaris Desa Panggung Harjo 

bahwa SDM masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Oleh sebab itu, 

Pemerintah Desa Panggung Harjo kerap mengadakan pelatihan bagi anggota 

BUMDesa. Siasat ini juga yang digunakan meningkatkan kapasitas anggota 

BUMDesa dengan cara tiap unit dianggarkan pelatihan/workshop bagi 

karyawannya setiap tahunnya. 

Masalah yang saat ini dihadapi oleh BUMDesa Panggung Lestari adalah 

konflik internal karena kesalahpahaman antarpersonil dan adanya Covid-19 

yang menuntut untuk penutupan kuliner kampung mataraman selama 3 

bulan. Oleh sebab itu, selaku direktur harus mampu menyelesaikan masalah 

dengan cara komunikasi intens kepada seluruh anggotanya. 

C. BUMDesa Binangun Jati Unggul 

BUMDesa Binangun Jati Unggul didirikan pada tahun 2016 dengan 

dasar hukumnya adalah Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2016 

Tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Jati Unggul Jatirejo. Menurut 

Santoso (60 tahun) selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jatirejo dulunya 

berawal dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Binangun Desa Jatirejo yang 

kemudian berkembang atas saran dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten 
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Kulon Progo menjadi BUMDesa Binangun Jati Unggul. Tujuan 

pembentukan BUMDesa ini dalam peraturan tersebut, antara lain: 

a. Meningkatkan perekonomian desa; 

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

desa; 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi 

ekonomi desa; 

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau 

dengan pihak ketiga; 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga; 

f. Membuka lapangan kerja; 

g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan 

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; 

dan 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDesa Binangun 

Jati Unggul, modal BUMDesa tersebut berasal dari penyertaan modal desa 

dan penyertaan modal masyarakat desa. Ada berbagai usaha yang dijalankan 

oleh BUMDesa menurut Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2016, 

meliputi:  

a. Bisnis jasa keuangan; 

b. Bisnis sosial sederhana; 

c. Bisnis penyewaan; 

d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang; 

e. Bisnis usaha bersama; 

f. Bisnis lain yang lazim dilakukan oleh BUMDesa. 
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Jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebanyak Rp. 

688.504.000,00. Saat ini unit usaha BUMDesa Binangun Jati Unggul menurut 

dokumen profil BUMDesa Binangun Jati Unggul terdiri dari dua, yaitu: unit 

usaha jasa keuangan dan unit usaha perdagangan dan produksi pertanian. 

Jumlah keuntungan BUMDesa tahun 2019 sebanyak Rp. 256.386.523,21, dari 

keuntungan tersebut yang diberikan kepada Pendapatan Asli Desa sebanyak 

Rp. 128.193.262,00. Menurut Peraturan Desa Jatirejo Nomor 4 Tahun 2016, 

keuntungan yang diperoleh BUMDesa setelah dipotong pajak dibagi menjadi 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Pemilik modal sebesar 50%; 

b. Cadangan umum sebesar 15%; 

c. Cadangan tujuan sebesar 10%; 

d. Dana kesejahteraan pegawai sebesar 10%; 

e. Jasa produksi sebesar 10%;  

f. Tanggungjawab sosial perusahaan sebanyak 2,5%; dan 

g. Dana pembinaan sebesar 2,5%. 

Pada unit usaha jasa keuangan jumlah modalnya Rp. 561.496.000,00 

dengan omset per bulannya Rp. 40.000.000,00. Jumlah aset pada unit jasa 

keuangan sebanyak 2,7 Milyar dari awalnya hanya Rp. 561.000,00. Kegiatan 

yang dilakukan oleh unit usaha jasa keuangan, yaitu: kredit usaha mikro dan 

tabungan Simpanan Masa Depan (Simapan). Kredit usaha mikro ditujukan 

agar masyarakat terhindar dari rentenir dan dapat memajukan serta 

meningkatkan omset usaha masyarakat. Jenis kredit usaha kecil tersebut, 

meliputi: pinjaman bulanan dan cash tempo. Sementara untuk Simapan 

ditujukan bagi masyarakat yang ingin menabung secara aman, cepat, mudah, 

dan tanpa potongan bulanan. 
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Pada unit perdagangan dan produksi pertanian yang didirikan secara 

resmikan pada tanggal 18 Januari 2018. Jenis kegiatan yang dilakukan yaitu: 

perdagangan dan produksi pertanian. Produk yang dihasilkan seperti: beras 

dengan merk jati unggul, media tanam dengan merk jati unggul, bekatul, 

sekam mentah dan sekam bakar, dan penjualan paket parcel dan sembako. 

Dengan kegiatan tersebut omset per bulannya yaitu Rp. 300.000.000,00. 

Untuk modal awalnya adalah Rp. 38.504.000,00 yang kemudian tahun 

berikutnya semakin meningkat. Berikut tabel jumlah penyertaan modal dari 

tahun 2017 sampai dengan 2020: 

Tabel 3. Jumlah Penyertaan Modal 

Tahun Jumlah Modal 

2017 38.504.000 

2018 50.000.000 

2019 250.000.000 

2020 350.000.000 

Sumber: dokumen profil BUMDesa Binangun Jati Unggul 

Pada kegiatan pembelian hasil bumi masyarakat Kalurahan Jatirejo 

didasarkan karena banyak petani yang menjual hasil bumi masyarakat kepada 

tengkulak. Permasalahan yang dihadapi oleh tengkulak ada 2, yaitu: harga jual 

rendah dan barang tidak langsung dibayar bahkan menunggu hingga 

berbulan-bulan. Oleh sebab itu, BUMDesa Binangun Jati Unggul berusaha 

memotong rantai distribusi tersebut. BUMDesa bahkan membeli gabah, 

menggiling, mengemas, dan memasarkan hasil bumi ke warung dan mini 

market. Varian produk beras yang dijualbelikan antara lain: Beras C4, Beras 

Mapan, Beras Menthik Wangi, Beras Merah, dan Beras Hitam. Menurut 

Santoso (60) BUMDesa membeli hasil pertanian dengan harga yang lebih 



 38 

tinggi daripada tengkulak agar petani mendapatkan laba. Dalam kegiatan ini, 

BUMDesa Binangun Jati Unggul bekerjasama dengan: Gapoktan Jati 

Makmur, Bulog, Vokasi UGM, Tomira, PT. Lentera, DPM Muhammadiyah 

Kulon Progo, dan Bakor PKP. Sementara untuk kegiatan pemasaran 

bekerjasama denngan berbagai badan usaha, antara lain: Bulog, Tomira, Maga 

Swalayan, WS Swalayan, Toserba Prima, Toserba Atmaja, Toserba Warno 

Warni, Puri Aglonema BUMDesa Tridadi Makmur, Puri Mataram, dan 

toko/rumah makan di wilayah Yogyakarta. 

 

Gambar 8. Kegiatan Usaha BUMDesa Binangun Jati Unggul 

Sumber: hasil survei lapangan, 2020 

BUMDesa Binangun Jati Unggul merencanakan untuk merambah unit 

usaha restoran dan pariwisata di Bukit Cubung. Beberapa jenis 

pengembangan yang akan dilakukan, antara lain: (a) pembangunan tempat 

makan, pendopo pertemuan dan limasan, sarana prasarana pendukung, jogging 
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track dan sarana olahraga, taman dan penataan wilayah, jalan setapak, dan 

gardu pandang.  

 

Gambar 9. Rencana Unit Usaha Baru 

Sumber: profil BUMDesa Binangun Jati Unggul 

Masalah yang terjadi di BUMDesa Binangun Jati Unggul adalah SDM 

yang tergolong kurang. Saat ini hanya terdapat 12 anggota saja yang diambil 

di Desa Jatirejo.. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas guna 

berpartisipasi dalam memajukan BUMDesa. Hal ini senada dengan 

pernyataan dari perwakilan Pemerintah Desa Jatirejo. 

“Sumber daya manusia yang harus berkembang untuk 
memajukan BUMDesa.” Wawancara dengan Santoso (60 
tahun). 

Tidak hanya dari sisi SDM yang kurang tetapi juga kondisi internal 

lembaga BUMDesa Binangun Jati Unggul. Dalam struktur organisasi, 

BUMDesa Binangun Jati Unggul tergolong belum lengkap karena belum ada 

sekretaris dan bendahara. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Sinta (-) selaku 

Direktur BUMDesa Binangun Jati Unggul. 
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“Permasalahan dari segi modal kita kekurangan modal. Dari segi 

alat masih kurang dari SDM juga sebetulnya kurang. Struktur kita 

belum baku kaya BUMDesa lainnya yang sudah memiliki 

sekretaris dan bendahara. Masih ingin memperbaiki struktur yang 

atas dalam waktu dekat mau menambah untuk sekretaris dan 

bendahara.” Wawancara dengan Sinta (-). 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di BUMDesa 

Binangun Jati Unggul adalah dengan melakukan studi banding ke lembaga 

lainnya. Misalkan kunjungan lapangan ke BUMDesa Tridadi Makmur untuk 

memperdalam ilmu manajemen pariwisata yang digunakan untuk 

pengembangan unit usahabaru. Selain itu, tedapat pula pelatihan bagi 

anggotanya dalam peningkatan produktivitas kinerjanya. 

D. BUMDesa Sejahtera 

BUMDesa Sejahtera dibentuk atas dasar Peraturan Desa Bleberan 

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa yang diperbaharui 

menggunakan Peraturan Desa Bleberan Nomor 7 Tahun 2016. Lebih 

tepatnya, BUMDesa Sejahtera di Desa Bleberan telah ada sejak 4 Januari 

2007. Pembentukan lembaga ini dikarenakan masalah kesulitan air bersih 

ketika musim kemarau yang tidak pernah terselesaikan meskipun sudah 

diupayakan berbagai cara dari Pemerintah Desa Bleberan. 

“Pada awalnya pemerintah desa mempunyai beban berat karena 9 
padukuhan di Desa Bleberan mengalami kesulitan air bersih ketika 
musim kemarau yang menjadi tantangan bagi kami pemerintah desa. 
Banyak yang sudah dilakukan dari pemdes, waktu itu belum ada 
perda. Namun pemdes mempunyai inisiatif untuk meningkatkan 
kebutuhan air bersih masyarakat. Dalam berjalannya waktu di 
daerah Desa Bleberan terdapat mata air yang diangkat kelebihan 
namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Melalui proses 
panjang walaupun belum ada payung hukum namun sudah dibentuk 
pengurus yang kemudian terbentuklah BUMDesa Sejahtera.” 

Wawancara dengan Hartono (56) selaku Kepala Seksi 

Kesejahteraan Pemerintah Desa Bleberan. 
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Maksud pendirian BUMDesa ini adalah upaya menampung seluruh 

kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh 

desa dan/atau kerjasama antardesa. Tujuan dari pembentukan BUMDesa 

Sejahtera, antara lain: 

a. Meningkatkan perekonomian desa; 

b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan 

desa; 

c. Memberdayakan kapasitas masyarakat dalam meningkatkan 

perekonomian sesuai dengan arah kebijakan desa; 

d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung 

kebutuhan layanan umum warga; 

e. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat desa yang 

mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan 

masyarakat; 

f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan/atau pendapatan 

asli desa; dan 

g. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antardesa dan/atau 

dengan pihak ketiga. 

Ada berbagai sektor usaha yang dikelola oleh BUMDesa Sejahtera 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bleberan Nomor 7 Tahun 

2016, meliputi: 

a. Pengelolaan dana bergulir; 

b. Perdagangan; 

c. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga; 

d. Pengelolaan air bersih; 

e. Pariwisata; 

f. Jasa dan penyewaan gedung/bangunan; dan 
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g. Kegiatan perekonomian lainnya. 

Dari sektor di atas kemudian dirinci untuk jenis usaha yang dikelola 

oleh BUMDesa Sejahtera, diantaranya: 

a. Usaha sosial sederhana berupa usaha yang memberikan pelayanan 

umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan, 

misalkan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, dan usaha 

lainnya; 

b. Usaha penyewaan barang ditujukan untuk melayani kebutuhan 

masyarakat desa, misalkan: alat transportasi, perkakas pesta, gedung 

pertemuan, toko/kios desa, tanah milik BUMDesa, dan barang 

sewaan lainnya; 

c. Usaha perantara merupakan usaha yang memberikan jasa pelayanan 

masyarakat, meliputi: jasa pembayaran listrik, pasar desa, dan jenis 

pelayanan lainnya; 

d. Usaha produksi dan/atau dagang barang-barang tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala 

luas, meliputi: industri kecil, hasil pertanian, sarana produksi 

pertanian, dan kegiatan usaha produktif lainnya; 

e. Usaha keuangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan usaha skala 

mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, misalkan 

memberikan pinjaman yang mudah bagi masyarakat; dan 

f. Usaha bersama sebagai induk dari usaha-usaha yang berkembang di 

masyarakat desa baik dalam skala lokal maupun kawasan, meliputi: 

desa wisata yang mengorganisir jenis kegiatan usaha dari kelompok 

masyarakat dan kegiatan usaha bersama lainnya. 

Pengurus BUMDesa Sejahtera terdiri dari ketua, sekretaris 1 dan 2, 

bendahara, dan kepala unit usaha. Sementara itu, BUMDesa ini juga memiliki 
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pelaksana operasional sebagaimana BUMDesa lainnya. Beberapa syarat 

individu menjadi pelaksana operasional, antara lain: (1) masyarakat desa yang 

mempunyai jiwa wirausaha; (2) berdomisili dan menetap di desa sekurang-

kurangnya 2 tahun; (3) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian 

terhadap usaha ekonomi desa; serta (4) pendidikan formal minimal setingkat 

SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat. Saat ini jumlah pegawai di 

BUMDesa Sejahtera sebanyak 110 orang. Sistem yang digunakan untuk 

mengadakan karyawan dengan cara seleksi. 

Modal awal BUMDesa Sejahtera bersumber dari APB Desa yang terdiri 

atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat. Untuk 

penyertaan modal desa bersumber dari (1) pendapatan asli desa; (2) bantuan 

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; (3) kerjasama 

usaha dengan pihak swasta; (4) aset desa yang diserahkan atau hibah kepada 

BUMDesa; dan (5) bantuan atau hibah pihak ketiga yang tidak mengikat. 

Sampai saat ini permodalan berasal dari berbagai sumber yaitu hibah Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten 

Gunungkidul, dan usaha perbankan (BNI & BRI) serta bantuan dari Korea 

Selatan. Menurut Hartono (56), Pemerintah Desa Bleberan dalam 

mengalokasikan dana desa untuk BUMDesa Sejahtera bukan berbentuk dana 

langsung tetapi lebih berbentuk barang seperti sarana dan prasarana, namun 

demikian khusus unit usaha simpan pinjam diberikan dalam bentuk dana 

untuk menambah modal. Pemerintah Desa Bleberan juga berkontribusi 

dalam memberikan modal berupa tanah untuk membangun gedung dan 

kantor BUMDesa Sejahtera. 

Unit usaha pariwisata pendapatannya berasal dari tarif paket/jasa 

pelayanan wisata (retribusi sebesar Rp. 13.000,00/wisatawan), tiket perahu 

pulang pergi (Rp. 10.000,00/wisatawan), dan tiket perahu sekali jalan (Rp. 



 44 

5.000,00/wisatawan). Unit ini merupakan unit unggulan BUMDesa Sejahtera 

karena mampu memperkerjakan sebanyak 20 orang dengan pendapatannya 

rata-rata diangka 1,9 Milyar. Angka tesebut justru menopang 80% dari total 

keseluruhan keuntungan yang didapat oleh BUMDesa yaitu rata-rata diangka 

2,2 Milyar. Meski demikian, menurut Harjono bahwa sarana prasarana sektor 

pariwisatanya dianggap masih kurang. Hal ini juga senada dengan pendapat 

Harjono dari sisi Pemerintah Desa Bleberan bahwa di obyek wisata itu 

meskipun dianggap sudah banyak kemajuan sampai dengan peningkatan 

pengunjung, tetapi masih kurang lengkap sarana dan prasarana. Tidak hanya 

dari sisi keuntungan tetapi unit usaha ini bisa memberdayakan masyarakat 

dan mampu menyerap tenaga kerja.  

“Masyarakat Bleberan setiap musim kemarau kesulitan 
akan air bersih, dari situ kita menggali dari sisi potensi 
yang mendukung dan bisa menyelesaikan masalah tadi, 
ternyata kita punya potensi wisata air terjun Sri Ghetuk 
Goa Rancang Kencana dan punya sumber mata air 
sehingga merancang terwujudnya desa wisata.”  

Wawancara dengan Harjono (-) selaku Kepala Unit Sri 

Gethuk. 

Unit usaha pengelolaan air bersih berasal dari biaya sambungan rumah, 

biaya berlangganan air bersih 10m³ pertama, kedua, dan ketiga serta 

seterusnya, dan biaya beban. Unit ini merupakan unit usaha pertama yang 

dikelola oleh BUMDesa Sejahtera karena permasalahan kekeringan yang 

kerap terjadi setiap tahunnya. Pengelolaan air bersih sebenarnya sudah ada 

sejak tahun 2005 yang kemudian menjadi modal utama dalam menetapkan 

usaha bagi BUMDesa. Jumlah pengelolanya dalam unit usaha ini sebanyak 9 

orang. 

Unit usaha simpan pinjam berasal dari bunga pinjaman sebesar 18% 

per tahun. Unit ini muncul karena banyaknya keluhan masyarakat, khususnya 

petani yang ingin meminjam modal ke lembaga keuangan tetapi terkendala 
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karena agunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa Bleberan berinisiatif untuk 

memberikan pelayanan simpan pinjam. Di unit ini terdapat 3 orang pengurus 

yang bekerja melayani masyarakat untuk kegiatan simpan pinjam. Kendala 

saat ini unit usaha simpan pinjam macet karena kondisi Pandemik Covid-19. 

Hal ini dikarenakan penghasilan masyarakat cukup berkurang. 

Pendapatan BUMDesa Sejahtera diatur dalam Peraturan Desa Bleberan 

Nomor 7 Tahun 2016. Untuk kontribusi kepada pendapatan asli desa 

sebanyak sekurang-kurangnya 25% dari pembagian sisa hasil usaha. 

Pembagian sisa hasil usaha pengelolaan wisata ditetapkan sebagai berikut: 

a. Tiket jasa pelayanan wisata sebesar Rp. 12.000,00 per wisatawan 

yang disetorkan kepada Pemerintah Desa Bleberan sebanyak Rp. 

2.000,00/wisatawan dan Rp. 1.000,00/wisatawan masuk ke 

pendapatan Yayasan Rancang Kencono, serta sisanya dikelola oleh 

unit usaha pariwisata. 

b. Pembagian hasil usaha pengelolaan air bersih adalah pendapatan 

dikurangi biaya-biaya dan biaya penyusutan disetor ke BUMDesa 

setiap akhir bulan; 

c. Pembagian hasil usaha pengelolaan simpan pinjam adala 

pendapatan dikurangi biaya-biaya dan biaya penyusutan disetor ke 

BUMDesa setiap akhir bulan. 

d. Pembagian SHU setiap akhir tahun ditetapkan dengan mengikuti 

aturan, yaitu: (1) pengembangan modal 15%; (2) pendapatan asli 

desa 25%; (3) pengembangan potensi padukuhan 25%; (4) jasa 

pengurus BUMDesa 15%; (5) pendidikan 5%; (6) dana cadangan 

5%; dan (7) sosial religi 10%. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Desa Bleberan Nomor 7 

Tahun 2016 bahwa kepala desa melakukan pembinaan teknis terhadap 
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BUMDesa sesuai dengan unit usahanya. Dengan demikian, pemerintah desa 

wajib memberikan pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan hal-hal yang 

teknis untuk meningkatkan kapasitas anggota BUMDesa Sejahtera. Di satu 

sisi, anggaran dalam BUMDesa Sejahtera juga mengalokasikan dana 

pendidikan yang berarti ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola 

BUMDesa Sejahtera, bisa pula dilakukan dengan cara pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan BUMDesa. Hal ini juga sependapat dengan Harjono (-) yang 

memang diakui bahwa permasalahan BUMDesa Sejahtera selain permodalan 

juga SDMnya yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, menurut Hartono (56) 

mengatakan bahwa ada beberapa kendala di BUMDesa, seperti:  

(1) Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti pada unit 

penyulingan air bersih yang kerap terjadi kebocoran; 

(2) Modal yang masih kurang; 

(3) SDM yang masih memerlukan pendampingan misalkan 

administrasi; 

(4) Banyaknya anak muda yang merantau sehingga kekurangan SDM 

produktif. 

Saat ini BUMDesa Sejahtera sedang merecanakan untuk 

pengembangan unit usaha perdagangan dan jasa yaitu pusat budidaya jamur 

yang bekerjasama dengan NJO Korea Selatan. Alasan kerjasamanya adalah 

Korea Selatan sedang mencari desa-desa yang menjadi obyek pendampingan. 

BUMDesa ini telah memiliki UMKM yang bergerak dalam budidaya jamur 

sebanyak 30 rumah sebagai upaya pengembangan ekonomi lokal tingkat desa. 

Pengembangan unit usaha diupayakan agar BUMDesa selalu berinovasi 

dalam meningkatkan lembaga ini. 
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A. BUMDesa Tridadi Makmur 

BUMDesa Tridadi Makmur secara umum lebih fokus pada kegiatan 

unit usaha pariwisata. Dapat dikatakan bahwa unit usahanya dimulai dari nol 

yaitu berawal dari pembentukan pengurus kemudian perencanaan konsep 

pengembangan usaha. Lahan kosong diubah menjadi unit usaha pariwisata 

dengan melihat potensi sungai di sekitarnya. 

1. Pengaruh BUMDesa Terhadap Lingkungan Sekitarnya 

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Tridadi Makmur tergolong 

inovatif karena mengedepankan tren wisata alam dan budaya serta 

mengakomoir pecinta tanaman Aglomera. BUMDesa Tridadi Makmur tahu 

perhitungan kebutuhan pasar bahwa saat ini masyarakat lebih menyukai alam. 

Selain itu, penyediaan spot selfie merupakan ide yang bagus sehingga 

meningkatkan minat wisatawan terutama bagi pecinta foto yang bisa 

diunggah dalam media sosial. BUMDesa Tridadi Makmur tahu bahwa 

kebutuhan wisatawan adalah berfoto ria untuk menjadi sebuah kebanggaan 

tersendiri di depan publik.  

Dalam satu kawasan terdapat beberapa kegiatan yaitu wisata alam, 

taman, hewan, dan tanaman berbasis budaya dan edukasi. Istilahnya satu 

paket wisata yang lengkap yaitu wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata 

alam yang ditawarkan oleh BUMDesa Tridadi Makmur serta menikmati 

kuliner dengan menu tradisional. Tema destinasi wisata ini lebih cocok untuk 

wisata keluarga karena mengedepankan pula edukasi, seperti pengenalan ikan 

dan tanaman, kegiatan outbound, berenang, dan bermain di sungai/danau. 

Lokalitas menjadi utama yang ditonjolkan oleh BUMDesa Tridadi Makmur. 

Program usaha pariwisata yang dilakukan oleh BUMDesa Tridadi 

Makmur memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar maupun 
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lembaga itu sendiri. Bagi masyarakat tentu ada penyerapan tenaga kerja yang 

cukup besar karena di kawasan tersebut terdapat 4 unit usaha kuliner. Tiap 

unit usaha kuliner mampu menampung 4-12 tenaga kerja masyarakat lokal. 

Belum lagi dengan unit usaha wisata dan tanaman agronema, seperti parkir, 

penjaga loket masuk, kebersihan, keamanan, souvenir, dan sebagainya. Oleh 

sebab itu, tujuan dasar pembentukan BUMDesa Tridadi Makmur yaitu 

mengurangi angka pengangguran telah tercapai. Bagi masyarakat di luar 

kawasan usaha BUMDesa Tridadi Makmur berjualan dengan mendirikan 

warung kelontong atau sekedar menjual hasil panen kebunnya. Hal ini 

dirasakan oleh salah satu warga yang tinggal di sekitar Kawasan Puri Mataram 

yaitu Ibu Tukinem (50 tahun) yang telah membuka warung di pinggir jalan 

sejak tahun 2007 atau sebelum adanya BUMDesa Tridadi Makmur. 

“Ya tambah rame yang beli, setelah adanya Puri Mataram, 
ada penambahan penghasilan sebanyak Rp. 100.000,00 
sampai dengan Rp. 200.000,00 setiap hari. Dahulu hanya 
bisa sekitar Rp. 300.000,00 sampai dengan Rp. 400.000,00 
tetapi sekrang bisa mencapai maksimal Rp. 500.000,00 

per harinya.” Wawancara dengan Tukinem (50) selaku 

pedagang sekitar unit usaha BUMDesa Tridadi Makmur. 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dengan adanya keberadaan Puri 

Mataram ternyata memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat yang 

bekerja di area Puri Mataram saja tetapi juga di luar kegiatan BUMDesa 

Tridadi Makmur. Sementara itu, dampak program bagi lembaga BUMDesa 

Tridadi Makmur sendiri adalah mampu mendapatkan laba yang bisa 

meningkatkan perekonomian bagi anggotanya. Di satu sisi juga dapat 

berpartisipasi dalam menambah PAD Desa Tridadi sebanyak Rp. 

300.000.000,00. 

Keberadaan BUMDesa Tridadi Makmur memberikan dampak bagi 

masyarakat dari sisi ekonomi. Beberapa respon masyarakat sekitar terhadap 

lembaga ini tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kutipan 
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wawancara selama tim peneliti survei di lapangan. Misalkan Ibu Tukinem (50) 

yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan BUMDesa Tridadi Makmur. 

“Saya tahu BUMDesa ini (Tridadi Makmur) dan sangat 
baik ya keberadaannya meskipun saya tidak ikut terlibat 
langsung. Bagi saya, sejak ada BUMDesa ya dapat 
meningkatkan perekonomian saya ya tetapi tidak 
signifikan. Saya rasa setelah adanya BUMDesa tidak ada 

permasalahan yang selama ini.” Wawancara dengan 
Tukinem (50). 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di luar keanggotaan 

BUMDesa Tridadi Makmur menunjukkan bahwa keberadaan lembaga 

tersebut diakui dan dapat dinilai positif memberikan perubahan. Hal ini juga 

menandakan bahwa di mata masyarakat, lembaga tersebut memiliki citra yang 

baik. Bagi pemerintah desa, BUMDesa Tridadi Makmur juga dianggap 

memiliki citra yang baik sebagaimana kutipan wawancara di bawah ini. 

 

“BUMDesa ini mampu merekrut karyawan yang 
banyak di Desa Tridadi. Untuk ke depannya, 
lembaga ini bisa mengembangkan program CSR. 
Meskipun saat ini setiap ada kegiatan selalu 
melibatkan masyarakat desa. Sementara bagi 
pemerintah desa jelas mendapatkan keuntungan 
setiap tahunnya. Di satu sisi, desa ini memiliki icon 
pariwisata.” Nurul (35) selaku Kasi Pelayanan 
Pemerintah Deas Tridadi. 

 

Bagi masyarakat yang menjadi anggota BUMDesa Tridadi Makmur 

mendapatkan gaji sebesar 1-2 juta standar UMR. Bahkan organisasi lokal 

setara karang taruna juga dilibatkan sebagai tukang parkir sehingga 

menambah kas karang taruna. Dengan adanya sejumlah manfaat kehadiran 

BUMDesa Tridadi Makmur maka lembaga ini tergolong diakui oleh 



 51 

masyarakat dan lembaga lainnya. Bahkan hasil yang didapat dari eksistensi 

BUMDesa ini dianggap sukses dengan program-programnya. Kesuksesan 

lembaga ini terfokus pada penataan lingkungan dengan memanfaatkan 

lokalitas dan hasilnya berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi dan 

sosial masyarakat. 

2. Dukungan Lembaga Lain Terhadap BUMDesa 

BUMDesa Tridadi Makmur tergolong memiliki banyak jaringan 

kemitraan, baik sektor publik maupun swasta bahkan sesama BUMDesa 

lainnya. Menurut Kholik (47) kerjasama yang dilakukan oleh BUMDesa 

Tridadi Makmur dilakukan dengan berbagai lembaga, misalkan travel agent 

untuk mendatangkan wisatawan sekedar makan di sini, sementara dengan 

pihak swasta sebagai sponsorship kegiatan yang ada di Puri Mataram. Untuk 

kerjasama dengan pemerintah lebih pada pemberian pinjaman modal khusus 

pemerintah desa, sebanyak Rp. 300.000.000,00 per tahun melalui dana desa. 

Kerjasama juga dilakukan antarBUMDesa seperti BUMDesa Binangun Jati 

Unggul sebagai pemasok beras dan sekam.  

“Banyak kerjasama, misal dengan travel agen untuk 
mendatangkan wisatawan makan kesini. Kerjasama 
dengan pihak swasta sponsorship kegiatan yang ada di puri 
mataram. Kerjasama dengan pemerintah dalam membuat 
lahan baru. Dengan BUMDes lain juga ada dengan 
BUMDes binangun jati unggul untuk supplai sekam.” 
Kholik (47) 

Dari sisi kerjasama dengan lembaga lain, BUMDesa Tridadi Makmur 

telah melaksanakan kemitraan baik dengan sektor publik maupun privat. 

Bahkan BUMDesa ini juga bekerjasama dengan BUMDesa lain sebagai 

penguatan antarlembaga BUMDesa. Selain menjalin kemitraan dengan 

berbagai pihak, BUMDesa Tridadi Makmur juga mendapatkan bantuan agar 

meningkatkan eksistensi dari lembaga ini. Bantuan tersebut rata-rata berupa 

permodalan. Misalkan saja kutipan wawancara dari Pemerintah Desa Tridadi 
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yang memberikan lahan untuk pengembangan kegiatan BUMDesa Tridadi 

Makmur. 

“Pemerintah Desa Tridadi memberikan lahan sekitar 4,5 
Hektar yang dahulunya hanya sawah dan tegalan, belum 
lagi termasuk hitungan dana desa sebagai modal per 
tahunnya.” Nurul (35) 

Bantuan berupa uang untuk BUMDesa Tridadi Makmur juga 

bersumber dari donatur, bisa masyarakat maupun pemerintah. Pada awal 

terbentuknya BUMDesa modal uang pertama juga didapat dari masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama pengurus BUMDesa Tridadi 

Makmur. 

“Modal kita dari desa sama masyarakat yang ikut 
bergabung. Jadi dibiayain bareng-bareng oleh masyarakat 
saya wajibkan dulu dari pengurus kalau kita yakin untuk 
membangun usaha ini kita tunjukan kepada masyarakat 
bahwa kita ini serius dengan juga menghibahkan uangnya 
untuk diinvestasikan di puri mataram. Pemerintah desa 
juga saya himbau karena ini milik desa ini pengurus sudah 
berkorban mohon perangkat desa juga berkorban. Tokoh 
masyarakat, kepala dusun keta RT/RW kita tembusin lalu 
baru kepda masyarakat desa. Itu memang strategi karena 
untuk meyakinkan masyarakat juga kalau sudah jadi 
mungkin enak cari investor tapi kalau tadinya cuma sawah 
coba bayangkan keluarkan uang ya kalau jadi kalau gajadi 
uangnya hilang.” Kholik (47) 

Dari sisi bantuan, BUMDesa Tridadi Makmur tergolong mendapatkan 

dukungan dari berbagai kalangan, baik pemerintah hingga masyarakat. 

Kemampuan meyakinkan kepada donatur untuk berusaha mengembangkan 

unit usahanya dapat dikatakan baik. 

Permodalan tidak hanya mencakup bantuan dari luar lembaga tetapi 

juga melihat dari sisi dukungan internal, yaitu sumberdaya yang dimilikinya 

seperti sumberdaya alam, manusia, modal, dan keuangan. Hal ini penting 

untuk diulas karena berkaitan dengan jaminan kelangsungan hidup bagi 

lembaga tersebut. BUMDesa Tridadi Makmur dari sisi sumberdaya alam 
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tergolong memiliki variasi, baik dukungan keberadaan sawah, sungai, 

outbound, taman, dan danau buatan. Keanekaragaman flora (tanaman hias) dan 

fauna  (ikan) juga mampu mendukung sebagai atraksi wisata. Sumberdaya 

alam ini bisa menjadi modal bagi unit usaha lembaga tersebut. 

Dari sisi sumberdaya manusia dapat dikatakan berdasarkan jenjang 

pendidikan dapat dikatakan masih belum tinggi. Hal ini dikarenakan hanya 

berkisar dari jenjang SD-SMP. Namun demikian, tingkat gotong royongnya 

bagus sehingga antarpengurus dan anggota dapat bekerjasama dengan 

optimal. Di satu sisi, sosok pemimpin yang menyandang lulusan S2 mampu 

menggerakkan anggotanya untuk berkembang. Pemimpin juga berupaya 

untuk meningkatkan kapasitas anggotanya dengan cara mengikuti pelatihan 

dan studi banding ke BUMDesa lainnya. Kesadaran pemimpin tentang 

pemasalahan SDM dianggap sebagai tantangan meskipun jenjang 

pendidikannya rendah tetapi ada solusi untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia. 

Dari sisi sumberdaya keuangan, lembaga BUMDesa Tridadi Makmur 

tergolong maju untuk sampai saat ini. Dengan melihat pemasukan dan 

kontribusi kepada Pemerintah Desa Tridadi, BUMDesa ini mampu 

menjalankan berbagai programnya. Bahkan saat ini, tidak lagi mendapatkan 

dana desa karena dianggap telah mencapai kondisi yang mandiri. Meski 

demikian, masih diakui oleh ketua BUMDesa Tridadi Makmur tergolong 

masih butuh dana lebih untuk mengembangkan unit usahanya.  

“Sarana dan prasarana masih terus kita tingkatkan karena 
destinasi wisata itu modalnya besar. Coba untuk 
menjadikan gembiraloka, tamanpintar, SKY, tebing breksi 
berapa milyar yang dikeluarkan. Kalau tinggal mengelola 
tidak memikirkan uang, ini kita membangun destinasi 
wisata dari nol bikin kolam dan sebagainya. Kami dari 
BUMDes tidak mempunyai kemampuan untuk itu tapi 
kita merambah sedikit-sedikit.” Kholik (47) 
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Berdasarkan hasil analisis, berkaitan dengan jaminan kelangsungan 

hidup maka BUMDesa Tridadi Makmur tergolong telah mandiri dan 

memiliki kapasitas dalam menjalankan program-programnya. Meski diakui 

masih membutuhkan modal lebih tetapi secara perlahan-lahan menambah 

sarana prasarana. Hal ini membuktikan bahwa lembaga ini memiliki jaminan 

kelangsungan hidup dilihat dari ketersediaan sumberdayanya. 

3. Karakteristik Kepemimpinan BUMDesa 

Pemimpin BUMDesa Tridadi Makmur tergolong memiliki karakter 

pekerja keras, bisnis oriented, profesional, tegas, visioner, mandiri, pantang 

menyerah, optimis, kreatif, inovatif, dan memandang masalah sebagai 

tantangan. Karakter inilah yang bisa menjadi percontohan bagi anggotanya 

sehingga akan tergerak mengikuti jejak pemimpinnya. Hal ini dapat dilihat 

dari beberapa kutipan wawancara dengan ketua lembaga tersebut. 

“Berpikir kreatif dan inovasi tidak mudah menyerah. Kita 
mulai jalan dulu sambil saya kembangkan kita 
maksimalkan dengan potensi diri.” Kholik (47) 

Dari kutipan wawancara di atas menandakan bahwa pemimpin 

BUMDesa Tridadi Makmur harus berfikir kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan unit usahanya. Sikap pantang menyerah ketika ada masalah, 

justru masalah diubah mindsetnya menjadi sebuah tantangan. Segala potensi 

dari sumberdaya diharapkan selalu diberdayakan untuk mendukung kemajuan 

dari lembaga. Hal ini menandakan bahwa pemimpin memiliki dalam 

bertindak untuk efisiensi penanganan masalah dengan cara memberdayakan 

sumberdaya yang dimilikinya. Namun demikian tetap memandang tingkat 

efisiensi sumberdaya agar ke depannya tidak berdampak negatif bagi lembaga. 

Bahkan dalam suatu kondisi, ketua dan anggotanya pada awal 

pembentukannya rela tidak menerima gaji dan pemotongan gaji di saat 
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Pandemik Covid-19 ini, uangnya digunakan untuk modal pengembangan unit 

usaha.  

“Awalnya pengurus BUMDes sudah mapan dan pofesional 
berani untuk tidak menerima gaji sebelum BUMDes ini 
menghasilkan keuntungan termasuk dalam kondisi 
pandemik.” Nurul (35) 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa 

pemimpin mampu menggerakkan anggotanya dalam efisiensi penanganan 

masalah. Tentu saja keputusan yang dibuat ini berdasarkan kesepakatan 

dengan anggotanya. Setiap keputusan diambil secara bottom up meskipun 

idenya berasal dari ketua BUMDesa Tridadi Makmur.  

Karakter pemimpin yang baik dari ketua BUMDesa Tridadi Makmur 

adalah memikirkan kemajuan lembaga ke depannya. Dengan perencanaan 

strategis diharapkan BUMDesa ini mencapai tujuan atau visi yang 

diharapkan. Ketua lembaga mampu berfikir jangka panjang dalam 

perencanaan strategis. Hal ini sebagai potensi untuk menjamin bahwa 

lembaga tersebut memiliki cita-cita dan selalu berkembang. 

“Harus all out untuk meningkatkan kemajuan di BUMDes 
harus memiliki perencanaan yang strategis dan bisa 
memberikan soluis-solusi terhadap permasalahan yang 
ada. Cita-cita saya 5 tahun ke depan saya harus bisa 
memberikan pendapatan asli desa lebih besar dari yang 
diberikan pusat kepada desa.”  Saat ini memang saya baru 
bisa ngasih 300 juta lebih sehingga besok seandainya dana 
desa berhenti karena kebijakan politik yang berbeda, 
bumdes tridadi selalu siap” Kholik (47) 

Untuk memajukan BUMDesa Tridadi Makmur, pemimpin mampu 

menjaring lembaga-lembaga kemitraan. Tidak hanya sektor publik tetapi juga 

sektor privat dengan dasar kemitraan yang saling menguntungkan. Misalkan 

saja dengan travel agent, pihak BUMDesa mendapatkan wisatawan yang 

berkunjung dan pihak travel agent mendapatkan jaringan kerjasama. 
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Percontohan lagi kerjasama dengan BUMDesa Binangun Jati Unggul yang 

diberikan kesempatan untuk supply beras bagi wisatawan di wisata kuliner. 

Peneliti melihat bahwa ketua BUMDesa mampu melakukan politik dengan 

baik dalam menjaring kemitraan dengan menawarkan capaian keberhasilan 

dari unit usahanya. 

Peneliti melihat bahwa ketua BUMDesa Tridadi Makmur memiliki 

kompetensi manajemen. Kesadaran bahwa kelemahan anggotanya adalah 

jenjang pendidikannya maka untuk meningkatkan kompetensinya diberikan 

pelatihan. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini: 

“Kita selalu adakan pelatihan dan pembinaan sesuai 
dengan SOP yang telah ditetapkan. Kita juga memberikan 
motivasi bagi karyawan ada bonus reward dan punishment 
juga. Apa yang kurang di dalam pelayanan kurang ramah 
bisa diberikan pelatihan” Kholik (47) 

Ketua BUMDesa Tridadi Makmur yang memiliki latar belakang 

pendidikan S2 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan 

lembaganya. Misalkan saja, penyusunan perencanaan strategis jangka panjang 

(business plan) dan upaya peningkatan kualitas SDM. Upaya yang dilakukan 

oleh pemimpin ini bisa disebutkan sebagai profesionalisme dengan keahlian 

bisnis dan keterampilan memimpin sebuah lembaga. Di satu sisi, pemimpin 

juga mampu melakukan perubahan dari awal pembentukan BUMDesa 

Tridadi Makmur hingga saat ini yang tergolong mandiri dalam pengelolaan 

unit usahanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemimpin memiliki tekanan 

untuk reformasi terhadap lembaga yang dikelolanya. 

“Dalam pendirian usaha itu orientasinya pemberdayaan 
dan bisnis lebih sulit daripada bisnis secara pribadi. 
Tantangannya lebih besar harus melalui perencanaan yang 
matang dalam membuat bisnis plan. Jangan menganggap 
usaha milik pemerintah desa anggaplah ini milik usaha 
sendiri sehingga kita berani berspekulasi dan rasa 
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memiliki kalau anggap ini milik desa akan menjadi tidak 
semangat.” Kholik (47) 

Secara garis besar kepemimpinan yang dimiliki oleh ketua BUMDesa 

Tridadi Makmur telah mampu membawa perubahan bagi lembaga yang 

dikelolanya. Bahkan memberikan dampak luar biasa, seperti kemandirian 

BUMDesa untuk mampu mengkoordinir semua anggotanya demi 

mewujudkan cita-cita BUMDesa. Pemimpin juga mewujudkan perencanaan 

ke depannya untuk BUMDesa Tridadi Makmur melalui buku bussiness plan. 

Adanya dokumen ini sebagai wujud keseriusan pemimpin untuk 

mengembangkan lembaganya sesuai dengan perencanaan awal dan tujuan 

didirikannya lembaga tersebut. 

 

B. BUMDesa Panggung Lestari 

BUMDesa Panggung Lestari tergolong memiliki berbagai macam 

program diantara BUMDesa lainnya. Dengan bermodalkan berbagai program 

tentu akan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan lembaga tersebut. 

Berikut ini ulasan analisis kelembagaan BUMDesa Panggung Lestari. 

1. Pengaruh BUMDesa Terhadap Lingkungan Sekitarnya 

Program unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa Panggung Lestari 

dapat dikatakan inovatif. Hal ini dikarenakan program-program BUMDesa 

tersebut disesuaikan dengan solusi permasalahan yang terjadi di 

lingkungannya dan kebutuhan masyarakat. Misalkan saja program KUPAS 

sebagai solusi untuk penyelesaian masalah persampahan di lingkungan sekitar. 

Keunikan program ini adalah dengan menabung sampah di KUPAS, 

anggotanya akan mendapatkan kartu dan hasilnya dapat ditukar dengan emas. 

Istilah yang digunakan adalah menabung sampah menjadi emas. 
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“Ada juga kartu yang didapatkan yaitu atm dengan menabung 
sampah di KUPAS ditukar dengan emas.” Suharti (61) 

 Penyelenggaraan KUPAS yang dikelola oleh BUMDesa Panggung 

Lestari diapresiasikan oleh pemerintah desa. Menurut Pamuji (45), program 

tersebut sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. 

Dari program inilah kemudian BUMDesa tersebut mengembangkan unit 

usaha lainnya, seperti wisata Kampoeng Mataraman yaitu wisata kuliner 

menu tradisional dengan penyaji makanannya menggunakan baju khas 

Yogyakarta, budidaya agro dan pertanian, pengelolaan limbah rumah tangga 

yaitu pengelolaan minyak goreng bekas untuk bahan bakar, pengolahan 

minyak nyamplung/nabati dari proses pemerasan dari biji nyamplung yang 

dikeringkan sebagai bahan biodiesel/biosolar, rest area dan swalayan desa 

(swadesa). Hal ini menjadi bukti bahwa dengan program KUPAS berdampak 

pula pada pengembangan unit usaha lainnya. 

Dampak program yang diselenggarakan oleh BUMDesa Panggung 

Lestari dan dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah penyerapan tenaga kerja 

sebanyak 98 orang yang dahulu hanya 6 orang dengan gaji seadanya. Tenaga 

kerja yang diserap tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar dengan 

proporsi 90% berasal dari dalam desa sementara 10% dari luar desa. Bagi 

masyarakat yang menjadi anggotanya mendapatkan fasilitas peminjaman 

modal maksimal 5 juta tanpa agunan di BNI melalui program KUR. Hal ini 

dikarenakan pihak BUMDesa yang dianggap sebagai peminjam bukan nama 

anggotanya secara individu. Selain itu, anggota BUMDesa tersebut juga 

mendapatkan gaji berkisar 1-2 juta sesuai standar UMR dan masih ada bonus 

ketika mendapatkan keuntungan yang melebihi target. Di satu sisi, dengan 

adanya program KUPAS maka dalam satu desa mulai muncul embrio unit 

usaha yaitu beberapa bank sampah di tingkat desa. Selain itu, keberadaan 

BUMDesa Panggung Lestari juga memberikan dana sosial bagi masyarakat 
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sekitar dalam pembangunan sebesar 5%. Tentu saja ini sebagai bentuk 

kepedulian lembaga tersebut terhadap pembangunan desa. Untuk dampak 

program yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo adalah 

mendapatkan dana pemasukan bagi PAD sebesar 40% dari total keuntungan 

bersih BUMDesa Panggung Lestari setiap tahunnya. Bagi masyarakat 

sekitarnya mampu mendapatkan keuntungan berupa peningkatan 

perekonomian bisa melalui program KUPAS sehingga masyarakat merasa 

lebih produktif.  Bahkan bagi karang taruna juga dilibatkan dalam 

penyelenggaraan event besar seperti Festival Kesenian Yogyakarta (FKY). 

“Sebelumnya ada BUMDes sampah belum teratur, 
namun setelah adanya BUMDes sampah dapat diatasi, 
selain itu masyarakat menjadi produktif dengan 
menambah perekonomian dari banyaknya pengunjung 
luar daerah yang datang” Suharti (61) 

Dampak adanya lembaga BUMDesa Panggung Lestari terhadap 

kehidupan masyarakat yaitu adanya program Corporate Social Responsibility 

(CSR). Program ini ditujukan membantu masyarakat seperti tahun 2017 

BUMDesa Panggung Lestari mampu merenovasi rumah tidak layak huni bagi 

masyarakat yang kurang mampu. Sementara tahun 2019, lembaga ini juga 

memberikan beasiswa penuh kepada 4 anak untuk melanjutkan pendidikan ke 

sekolah tinggi bahkan ada yang sampai jenjang Diploma 3. 

Keberadaan BUMDesa Panggung Lestari di lingkungan masyarakat Desa 

Panggungharjo tergolong memiliki citra yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa kutipan wawancara, misalkan pihak Pemerintah Desa 

Panggungharjo berikut ini: 

“BUMDesa mampu mempengaruhi kondisi sosial, 
budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar, seperti dapat 
menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Desa 
Panggungharjo.” Yulitrisniati (47) 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak 

Pemerintah Desa Panggungharjo merasa senang dengan adanya program 

BUMDesa Panggung Lestari. Hal ini cenderung bernilai positif terhadap 

perubahan di lingkungan masyarakat. Selain pihak pemerintah desa, 

keberadaan BUMDesa tersebut juga memberikan perubahan bagi masyarakat 

sekitar, misalkan saja Ibu Suharti (61). 

 

 

“respon saya ketika terbentuknya BUMDesa 
Panggung Lestari sangat senang dan mendukung, 
kami mengalami perubahan terutama dalam 
ekonomi terkait dengan menabung sampah di 
KUPAS ditukar dengan emas. Selain itu juga 
lingkungan menjadi bersih.” Suharti (61) 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat 

sekitar maka dapat dikatakan image/citra BUMDesa Panggung Lestari 

tergolong baik. Bahkan pihak BUMDesa Panggung Lestari juga 

mengungkapkan bahwa selama ini di desa tidak ada penolakan karena dalam 

perkembangan dan kemajuan lembaga ini diperlukan keterlibatan demokrasi 

ekonomi lokal yaitu warga desa (wawancara dengan Pamuji (45)). Atas 

keberhasilan memberikan perubahan bagi tatanan kehidupan masyarakat 

maka dapat dikatakan bahwa BUMDesa Panggung Lestari diakui 

keberadaannya oleh masyarakat sekitar sehingga cukup mudah dalam adaptasi 

terhadap kondisi masyarakat lokal. 

 

 



 61 

2. Dukungan Lembaga Lain Terhadap BUMDesa 

BUMDesa Panggung Lestari telah menjalin kerjasama dengan lembaga 

lainnya dalam mengelola unit usahanya. Salah satu contoh lembaga yang 

menjadi mitra adalah pegadaian. Lembaga ini akan bekerjasama dengan 

BUMDesa Panggung Lestari dalam jual beli emas. Tentu saja ini 

memudahkan bagi BUMDesa tersebut dalam memasok emas dengan harga 

murah. 

“Kita dengan BUMN yang lain terkait dengan 
pengembangan program apa yang bisa dimasukan. 
Misalnya dengan pegadaian terkait tabungan emas, 
menabung sampah menjadi emas nasabah mendapatkan 
tabungan emas.” Pamuji (45) 

Lembaga lain yang bekerjasama dengan BUMDesa Panggung Lestari 

adalah perbankan BNI 46 terkait dengan pemodalan usaha anggotanya. Tiap 

anggota memiliki kesempatan dalam mendapatkan pinjaman maksimal Rp. 

5.000.000,00 tanpa agunan. Tentu saja ini memudahkan bagi para pelaku 

usaha di dalam lingkungan BUMDesa Panggung Lestari. Lembaga dari sektor 

privat yang bermitra dengan BUMDesa tersebut yaitu PT. Tirta Investama 

atau Danone Aqua dalam hal pengelolaan minyak goreng bekas untuk bahan 

bakar. Lembaga dari sektor publik yang bermitra dengan BUMDesa tersebut 

yaitu Badan Lingkungan Hidup/BLH Kabupaten Bantul. Bentuk kemitraan 

yang dimaksud adalah pendampingan dalam pembangunan rumah olah 

sampah yang bekerjasama dengan unit usaha KUPAS. Sementara lembaga 

mitra dari lokal adalah bank sampah yang dikelola warga sebanyak 21 bank 

sampah di Desa Panggungharjo  bekerja sama dengan BUMDesa Panggung 

Lestari. Selain itu, bermitra dengan ibu-ibu anggota UP2K untuk menjual 

hasil karyanya di swalayan desa. Mitra lainnya dari masyarakat luar adalah 

ratusan petani di sepanjang Pantai Selatan Jawa yang masuk dalam wilayah 



 62 

Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Cilacap Jawa Tengah dalam hal 

penggunaan bahan biodiesel/biosolar dari pengolahan minyak nyamplung. 

Dari sisi bantuan, BUMDesa Panggung Lestari mendapatkan bantuan 

dari Pemerintah Desa Panggungharjo berupa pemodalan baik uang yang 

bersumber dari dana desa dan tanah kas desa sebagai lahan pengembangan 

unit usaha. Bahkan pemerintah desa juga membantu dalam fasilitasi pelatihan 

bagi anggota BUMDesa. Selain itu, lembaga ini mendapatkan bantuan dari 

BLH Kabupaten Bantul berupa pembangunan rumah pengelolaan sampah.  

Untuk sumberdaya, bila dilihat dari sumberdaya alamnya, unit usaha 

yang dikelola oleh BUMDesa Panggungharjo didukung dengan kondisi 

geografis untuk pengembangan unit usaha agro dan pertanian, pengolahan 

minyak, KUPAS, wisata kuliner, swadesa. Dari sisi kualitas sumberdaya 

manusia, BUMDesa menyadari keterbatasan sehingga menyediakan alokasi 

dana untuk pengembangan kapasitas SDM melalui keikutsertaan pelatihan 

dan studi banding ke BUMDesa lainnya, misalkan BUMDesa Tridadi 

Makmur. 

“Masing-masing unit dianggarkan oleh masing-masing 
unit untuk karyawannya. Kalau ditingkatan manajemen 
BUMDes dianggarkan oleh BUMDes sendiri setiap 
tahun.” Pamuji (45) 

Untuk sumberdaya modal berkaitan dengan perolehan setiap tahunnya 

dalam hal pendapatan dapat dikatakan sudah mampu mengelola unit 

usahanya bahkan sampai melaksanakan CSR. Dengan demikian, dari sisi 

sumberdaya yang dimiliki oleh BUMDesa Panggung Lestari dapat dikatakan 

memberikan jaminan kelangsungan hidup lembaga tersebut. 

3. Karakteristik Kepemimpinan BUMDesa 

Pemimpin BUMDesa Panggung Lestari tergolong orang yang bersedia 

kerja keras, suka terjun ke lapangan, dan ketika ada masalah langsung 
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dimusyawarahkan. Selain itu, prinsip yang digunakan dalam hidupnya 

mengabdi pada lembaga adalah memberdayakan masyarakat lebih utama 

dibandingkan diri sendiri. Bagi pemimpin komunikasi dengan anggotanya 

sangatlah penting untuk menghindari konflik. Dengan melakukan 

musyawarah akan mempercepat dalam menyelesaikan masalah di BUMDesa 

Panggung Lestari. Hal ini menjadi salah satu strategi dalam efisiensi 

penanganan masalah. Bahkan keputusan musyawarah juga didasarkan pada 

pendapat anggotanya yang kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemimpin. Dengan demikian, sistem yang dianut dalam pengambilan 

keputusan di lembaga ini adalah bottom up. 

“Kita sebagai seorang pemimpin harus bisa 
menyelesaikan masalah mereka. Makanya komunikasi itu 
penting, untuk menghindari konflik itu komunikasi.” 
Pamuji (45) 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, pemimpin BUMDesa 

Panggung Lestari selalu berpegang teguh setiap ada hal penting selalu 

dikomunikasikan dengan anggotanya. Sementara itu, sistem kerja yang dianut 

oleh pemimpin untuk diajarkan ke anggotanya adalah menggunakan sistem by 

target. Setiap unit usaha juga harus memiliki target berapa pendapatan yang 

harus dikumpulkan. Bahkan pemimpin BUMDesa tersebut juga 

mendapatkan tantangan target dari pemerintah desa. Hal ini dipandang secara 

positif sehingga ada keinginan dan memacu dalam mengembangkan unit 

usaha oleh BUMDesa Panggung Lestari. 

“Kepala unit itu kerjanya by target. Terus terang saya juga 
ada target dari pemdes selaku pemilik dari aspek 
ekonomi. Mereka bekerja sesuai dengan analisa beban 
kerja.” Pamuji (45) 

Pemimpin BUMDesa Panggung Lestari selalu mencoba dan terbuka 

untuk bermitra dengan lembaga lainnya. Penjaringan kerjasama bagi 
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pemimpin merupakan upaya untuk mengembangkan lembaganya. Setiap unit 

usaha diharapkan memiliki kemitraan sehingga ada upaya keberlanjutan 

usahanya. Tidak hanya dari sektor publik tetapi juga privat dan kalangan 

masyarakat sendiri baik dalam maupun luar daerah Kabupaten Bantul bahkan 

luar DIY bisa berpeluang untuk menjalin kemitraan. Bahkan pendapat dari 

Ibu Yulitrisniati (47) dari Pemerintah Desa Panggungharjo menyatakan 

bahwa selalu ada kerjasama di BUMDesa Panggung Lestari. 

Dalam hal profesionalisme, meskipun pemimpin BUMDesa Panggung 

Lestari tidak memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi dibandingkan 

pemimpin BUMDesa Tridadi Makmur tetapi pemimpin ini memiliki keahlian 

yang awalnya tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Pemimpin lembaga ini 

senang dengan belajar terhadap hal-hal yang baru. Misalkan saja mengendarai 

alat berat untuk lahan pertanian, pemimpin terlebih dahulu memberikan 

contoh mengaplikasikan alat berat tersebut. Dengan demikian, keterampilan 

dan keahlian pemimpin akan dipraktekkan kepada anggotanya untuk ditiru. 

Manfaatnya adalah anggota berasa tergerak untuk terjun serta apa yang telah 

dipraktekkan oleh pemimpin. 

Untuk kompetensi manajemen, pemimpin BUMDesa Panggung Lestari 

memiliki aturan dalam mengatur kondisi lembaganya. Aturan ini bahkan 

dianggap sebagai motivasi untuk anggotanya. Berikut kutipan wawancara dari 

pemimpin BUMDesa. 

“Bahwasannya kita disini mencari nafkah dalam sistim 
pengelolaan ada 3 pertama sinergitas, akuntabilitas dan 
transparansi, serta totalitas. Sinergitas itu kita harus bisa 
kerjasama antar unit yang ada di bumdes, akuntabel dan 
transparansi semua harus professional transparansi jangan 
sampai kita menyembunyikan sesuatu terutama keuangan, 
yang ketiga totalitas semua harus total bahwa mereka itu 
tidak boleh bekerja di luar pekerjaannya di bumdes.” 
Pamuji (45) 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas, maka pemimpin BUMDesa 

Panggung Lestari telah dianggap memiliki kompetensi manajemen. Bahkan 

memberikan tiga sistem pengelolaan bagi anggotanya dalam menjalankan 

BUMDesa, yaitu: sinergitas, akuntabilitas  & transparansi, dan totalitas. 

Dengan melihat kemampuan manajemen seperti poin totalitas maka 

pemimpin memiliki orientasi untuk mengembangkan BUMDesa bahkan 

disebutkan tidak boleh bekerja di luar pekerjaan di lembaga tersebut. Selain 

itu, pemimpin juga memiliki dokumen pengembangan BUMDesa Panggung 

Lestari sebagai blue print tujuan dan harapan lembaga tersebut. Keberadaan 

dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pemimpin memiliki tekanan untuk 

reformasi perubahan lembaga ke depannya. Dengan kepemimpinan saat ini 

mampu membawa BUMDesa Panggung Lestari menjadi nominasi 

penghargaan di ASEAN terkait pemberdayaan masyarakat dan mengurangi 

pengangguran. 

 

C. BUMDesa Binangun Jati Unggul 

BUMDesa Binangun Jatirejo lebih dominasi kegiatannya karena jasa 

perdagangan dan produksi pertanian berupa beras jati unggul. Keberpihakan 

dengan petani untuk meningkatkan kesejahteraan merupakan dasar awal 

pembentukan lembaga ini. Berikut ini ulasan analisis kelembagaan dari 

BUMDesa Binangun Jatirejo di Kabupaten Kulon Progo. 

1. Pengaruh BUMDesa Terhadap Lingkungan Sekitarnya 

BUMDesa Binangun Jati Unggul memiliki berbagai program atau unit 

usaha yang digerakkan secara mandiri yaitu jasa keuangan simpan pinjam 

kemudian disusul penyelenggaraan jasa perdagangan dan produksi pertanian 

(beras jati unggul) dan. Unit usaha tersebut tentu tergolong inovatif karena 
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mampu mengatasi permasalahan bagi petani. Selain itu, belum ada lembaga 

lain yang mampu membeli hasil pertanian langsung ke petani dengan harga 

yang tinggi dibandingkan dengan tengkulak. Program ini memberikan 

dampak terhadap berbagai pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, 

bahkan dari kemitraannya.  

“BUMDes membeli hasil pertanian dengan harga yang 
lebih tinggi daripada tengkulak agar petani mendapat 
laba.” Santoso (60) selaku Kepala Seksi Pemerintahan 
Pemerintah Desa Jatirejo. 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, lembaga BUMDesa Binangun 

Jati Unggul memberikan salah satu dampak program terhadap peningkatan 

ekonomi masyarakat petani, khususnya petani yang menjadi anggota 

BUMDesa. Selain membeli beras yang diseleksi mutunya, lembaga ini juga 

memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang belum bekerja. 

Dengan adanya lembaga ini maka akan menyerap tenaga kerja dengan syarat 

harus masyarakat asli Desa Jatirejo. Tenaga kerja di BUMDesa Binangun Jati 

Unggul mendapatkan gaji standar UMR berkisar Rp. 1.000.000,00 sampai 

dengan Rp. 2.000.000,00. Misalkan saja pada kutipan wawancara berikut ini: 

“Iya, BUMDes tersebut dapat menciptakan lapangan bagi 
sebagian masyarakat.” Supri (40) selaku masyarakat di 
sekitar BUMDesa Binangun Jati Unggul. 

Dampak program yang dirasakan oleh masyarakat adalah bisa 

meminjam uang di unit usaha jasa keuangan simpan pinjam. Syaratnya yaitu 

menjadi nasabah di lembaga tersebut. Tentu saja ini memudahkan bagi 

masyarakat yang tidak bankable dalam meminjam uang sebagai modal. 

Sementara dampak BUMDesa Binangun Jati Unggul juga berkontribusi 

terhadap pemasukan PAD Pemerintah Desa Jatirejo yaitu 50% dari total 

pendapatan BUMDesa. Tahun 2019, lembaga ini menyumbangkan sebanyak 

Rp. 128.000.000,00. 
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Kegiatan di unit usaha perdagangan dan produksi pertanian juga 

memberikan program CSR berupa pembasmian hama wereng. Kegiatan CSR 

ini bahkan memakan biaya kurang lebih Rp. 15.000.000,00 yang bersumber 

dari dana BUMDesa Binangun Jati Unggul. 

“Untuk menanggulangi hama wereng itu kan dengan 
penanaman refugia bunga kerikir pada tahun 2017. 
Penyemprotan hama wereng setiap kali penanaman pasti 
kita semprot. Kita nyari dana sponsor karena habis 
sampai 15 juta lebih.” Sinta (-). 

Kegiatan CSR pembasmian hama wereng juga melibatkan masyarakat 

di luar anggota BUMDesa Binangun Jati Unggul, bahkan bekerjasama dengan 

KORAMIL dan Polsek. Kehadiran lembaga ini di lingkungan masyarakat 

Desa Jatirejo dipandang baik karena manfaat yang dirasakannya. Meski 

demikian, masyarakat di luar anggota BUMDesa berharap kegiatan lembaga 

tersebut memberikan dampak positif lebih tidak hanya saat CSR saja, seperti 

kutipan wawancara di bawah ini: 

“Respon saya menyambut (BUMDesa Binangun Jati 
Unggul) dengan baik dan unit usahanya mampu 
mempengaruhi namun belum menyeluruh. Peningkatan 
(kesejahteraan) hanya masyarakat yang terlibat di 
BUMDesa, kalau saya belum terlalu merasakan karena 
belum bergabung. Saya pernah terlibat ketika bantuan 
pada pertanian untuk pembasmian hama wereng. Namun 
harapan saya, BUMDesa dapat lebih maju.” Supri (40) 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, keberadaan lembaga telah 

diakui oleh masyarakat meski belum semua masyarakat di luar anggota 

merasakan perubahan. Akan tetapi, masyarakat berharap BUMDesa 

Binangun Jati Unggul dapat lebih maju dibanding saat ini sehingga semua 

masyarakat bisa merasakan perubahan hidupnya. Kegiatan CSR lainnya yang 

dilakukan lembaga ini adalah pelatihan dan pendampingan kepada 24 UMKM 

dalam pengurusan izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) sampai 

dengan produknya bisa masuk swalayan. Dengan demikian, lembaga tersebut 
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telah mampu memberikan dampak positif terhadap lembaga UMKM dalam 

mengembangkan usahanya. 

2. Dukungan Lembaga Lain Terhadap BUMDesa 

BUMDesa Binangun Jati Unggul dalam mengelola unit usahanya 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Misalkan saja dari masyarakat 

petani yang tergabung dalam Gerakan Kelompok Tani (Gapoktan) seperti 

kutipan di bawah ini: 

“Kita coba tanamkan ke petani biasanya mereka dibeli 
dengan sistem bukan kiloan tapi tebas berapa petak terus 
langung bayar berapa. Mulai tahun 2018 kita beri contoh 
ke pamong jadi pamong-pamong kita beri edukasi harus 
percaya ke kita kalau beli kiloan sama petakan lebih 
untung yang kiloan terus sekarang petani mulai minta 
dibeli secara kiloan. Kalau dibeli secara petakan petani 
tidak bisa menikmati hasil panennya.” Sinta (-). 
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 “Tujuan dan manfaat dibentuknya BUMDes 
selain untuk meningkatkan perkenomian 
masyarakat itu sendiri juga untuk melindungi hasil 
pertanian yang biasa dibeli dengan harga rendah oleh 
tengkulak.” Septerina selaku bidang pemasaran 
BUMDesa Binangun Jati Unggul 

 

 

 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa 

BUMDesa Binangun Jati Unggul tidak serta merta mendapatkan dukungan 

dari petani (gapoktan) tetapi perlu upaya pendekatan. Perjuangan dalam 

sosialisasi mampu mempengaruhi petani untuk berpartisipasi dalam 

pengembangan unit usaha perdagangan dan produksi pertanian. Tentu saja 

ini juga menguntungkan bagi petani karena mendapatkan harga lebih tinggi 

dibandingkan dibeli oleh tengkulak. Bahkan kerjasama ini dilakukan secara 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). 

BUMDesa Binangun Jati Unggul juga melakukan kemitraan dengan 

perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan unit 

usahanya. Bagi UGM sebagai bentuk aksi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat selama 5 tahun ke depan. UGM juga memberikan bantuan berupa 

alat penghalus dan pencampur media yang dimanfaatkan untuk pembuatan 

media tanam jati unggul. Di sisi lain, UGM juga memberikan pendampingan 



 70 

dan bantuan materi dalam pembangunan sanitasi dan drainase di perencanaan 

unit usaha wisata bukit cubung. Perguruan tinggi ini juga melakukan pelatihan 

dalam pembuatan aplikasi keuangan yang dikelola oleh anggota BUMDesa 

Binangun Jati Unggul. Dahulu hanya menggunakan input dari excell saja, 

bahkan diberi pelatihan promosi kegiatan BUMDesa melalui media sosial 

seperti Instagram dan Youtube. BUMDesa ini juga bekerjasama dengan 

BUMDesa Tridadi Makmur di Kabupaten Sleman sebagai pemasok beras 

untuk unit usaha wisata kuliner. Kerjasama di sektor privat dari lembaga ini 

yaitu PT. Lentera untuk memasok bahan baku untuk bubur bayi.  

“Kita ada kerjasama dengan PT. Lentera itu perusahaan 
yang menyupplai bahan baku untuk bubur bayi kita 
melibatkan desa jadi masyarakatnya juga terbantu 
meningkat pendapatannya karena kita kerjasamanya sama 
petani langsung ke petani. BUMDes sebagai pengolah jadi 
kita saling support.” Sinta (-). 

BUMDesa Binangun Jati Unggul bekerjasama pula dengan swalayan 

modern, seperti Tomira dalam memasok beras hasil produksi dari lembaga 

ini. Beras didistribusikan ke berbagai cabang Tomira di Kabupaten Kulon 

Progo. Selain didistribusikan ke Tomira, hasil produksi didistribusikan ke 

swalayan desa bahkan masuk toko besar seperti Mirota. Hasil produksi beras 

tersebut juga dipasok ke Bulog sebagai penyuplai untuk bantuan non tunai 

(BNT). Dari sektor publik lainnya, misalkan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalokasikan dana 

desa setiap tahunnya melalui Pemerintah Desa Jatirejo. Dari Rp. 

50.000.000,00 pada tahun 2017 kemudian meningkat di tahun 2019 sebanyak 

Rp. 250.000.000,00 dan semakin meningkat di tahun 2020 sebesar Rp. 

350.000.000,00. Dana desa hanya ditujukan untuk kegiatan perdagangan dan 

produksi pertanian saja karena unit ini membutuhkan modal lebih banyak 

dibandingkan dengan jasa keuangan. Sementara bentuk kerjasama lainnya 
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dengan pemerintah desa adalah integrasi terhadap program dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatirejo (RPJMDesa). Hal ini 

memberikan makna bahwa BUMDesa didukung penuh oleh pemerintah desa 

bahkan dilibatkan dalam pembangunan desa dan tercatat dalam blue print 

seperti RPJMDesa. 

Menurut Sinta (-) bantuan dana hibah lain untuk BUMDesa berasal 

dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

pada tahun 2018. Bantuan tersebut ditujukan untuk pengembangan unit 

usaha perdagangan dan produksi pertanian. Dari sisi bantuan, BUMDesa 

Binangun Jati Unggul mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga baik 

publik, privat, akademisi, dan masyarakat seperti Gapoktan. 

Dari sisi sumberdaya yang dimiliki oleh BUMDesa Binangun Jati 

Unggul lokasi lembaga ini didukung oleh sumber daya alam, seperti lahan 

pertanian dan ketersediaan air. Dari sisi SDM dengan jumlah 12 orang 

memang terkendala secara kualitasnya bahkan belum ada struktur 

organisasinya karena belum dilakukan pemilihan anggota BUMDesa di posisi 

strategis seperti sekretaris. Sementara dari sisi keuangan meskipun bisa 

berkontribusi setiap tahunnya kepada PAD pemerintah desa dan sudah 

memiliki pendapatan bersih sebesar Rp. 56.000.000,00 per bulan, tetapi masih 

dianggap kurang dalam pengoperasian lembaga tersebut. Oleh sebab itu, 

masih diperlukan bantuan dana desa dalam mengelola unit usahanya terlebih 

berencana dalam pengembangan unit usaha wisata. 

3. Karakteristik Kepemimpinan BUMDesa 

Pemimpin BUMDesa Binangun Jati Unggul tergolong pribadi yang 

ramah terhadap anggota maupun dengan orang lain. Keunikan dari 

pemimpin lembaga ini dibandingkan dengan pemimpin BUMDesa lainnya 

dalam studi ini adalah pemimpin satu-satunya berjenis kelamin perempuan. 
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Sosok ibu yang ramah mampu akan mudah dalam melebur dengan 

anggotanya sehingga tidak ada rasa ketakutan bagi anggota tetapi lebih ke 

menghormati dan ada rasa kenyamanan. Dengan sosok ibu inilah membuat 

lingkungan lembaga ini menjadi layaknya sebuah keluarga.  

“Kalau saya dengan karyawan berusaha seperti keluarga. 
Kantor itu rumah kedua kita tapi meskipun kita diposisi 
nyaman kita harus tau posisi tanggungjawab kita. Kita 
biasanya ngumpulin uang buat seneng-seneng bareng 
jalan-jalan kemana ngadain acara sendiri biar tambah 
akrab.” Sinta (-) 

Berdasarkan kutipan di atas menunjukkan bahwa dengan sosok 

keibuan dari pemimpin BUMDesa Binangun Jati Unggul mampu mengayomi 

anggotanya bahkan mengajak jalan-jalan sebagai media pengakraban 

antarpersonil. Bahkan pemimpin lembaga ini bersedia untuk ikut lembur 

dengan anggotanya meskipun beliau seorang perempuan. Hal ini layaknya 

seorang anak yang ditemani dan didukung oleh ibunya sehingga semakin 

meningkatkan produktivitas kinerja anggotanya. Disamping itu, pemimpin 

tersebut juga selalu berusaha menjadi teladan bagi anggotanya dengan 

memberikan contoh terlebih dahulu. 

“Saya mencontohkan dulu misalkan sudah di sini bantu 
bersih-bersih kalau kewalahan apa pokoknya ga cuma 
nyuruh tapi bantuin kalau lembur ya saya juga ikut 
lembur.” Sinta (-) 

Pemberian contoh terlebih dahulu akan menggerakkan secara 

psikologis kepada anggotanya untuk ikut serta yang dilakukan oleh pemimpin 

BUMDesa Binangun Jati Unggul. Pemimpin lembaga ini berupaya dalam 

menjalankan semua yang bisa beliau lakukan untuk menggerakkan 

anggotanya. Dengan demikian, pemimpin selalu dituntut untuk tahu dan 

terampil dalam segala hal sehingga memudahkan dalam mengajak 

anggotanya. Peneliti melihat bahwa prinsip dari pemimpin lembaga ini 
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memiliki prinsip menjadi panutan dengan memberikan contohnya terlebih 

dahulu bagi anggotanya. 

Dalam permaslahan kualitas SDM, pemimpin BUMDesa selalu 

berupaya mengatasinya. Misalkan kelemahan dalam manajemen lembaga 

maka pemimpin mengajak anggotanya untuk belajar ke BUMDesa atau usaha 

lainnya yang dianggap baik. Pemimpin selalu berupaya untuk meningkatkan 

kapasitas anggotanya dengan cara studi banding. Dengan demikian, 

anggotanya bisa merasakan sendiri bagaimana pengalaman di lapangan dalam 

mempraktekkan ilmu pengembangan lembaga. 

“Kita biasanya cuma belajar kemana jadi misalkan 
kemaren untuk wisata ini kita belajar ke BUMDesa 
Tridadi Makmur kaya apa manajemen pariwisata. Di 
penggilingan kita juga ke pabrik-pabrik beras belajar 
gimana caranya biar alat yang kita punya seperti ini tapi 
kita bisa menghasilkan seperti mereka Jadi langsung 
praktik.” Sinta (-) 

Dalam berpolitik, pemimpin BUMDesa Binangun Jati Unggul selalu 

memiliki upaya untuk menjaring kemitraan. Salah satu strateginya adalah 

komunikasi kepada berbagai pihak sehingga mendapatkan dukungan. Hal ini 

bisa dilihat dari kutipan wawancara berikut ini: 

“Kerja itu ada patokan-patokannya kita selalu komunikasi 
dengan semua bukan hanya dengan karyawan tapi semua 
pihak karena kita harus dapat dukungan dari semua pihak 
dari stakeholder kita dekati membina hubungan. 
Menambah kerjasama yang jelas membangun komunikasi 
dengan desa sama BPD harus satu visi.” Sinta 

Komunikasi dengan pihak lain ditujukan pula ketika BUMDesa 

Binangun Jati Unggul mengalami kendala maka bisa menjaring lembaga 

lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh pemimpin BUMDesa tersebut bahwa 

jika terjadi kekurangan modal maka lembaga ini akan mengajukan proposal 

atau dana hibah ke desa dan lembaga lainnya. Pemimpin dibantu oleh 

anggotanya dalam mengajukan proposal. Peneliti melihat bahwa dalam hal 
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efisiensi penanganan masalah, salah satu solusinya adalah mengajak 

anggotanya untuk selalu berkomunikasi dengan lembaga lainnya. Harapannya 

dengan menjalin kemitraan akan mampu menyelesaikan masalah di 

BUMDesa Binangun Jati Unggul. Selain itu, dalam upaya penyelesaian 

masalah pemimpin selalu berupaya berkomunikasi dengan anggotanya untuk 

pengambilan keputusan. Di sini peneliti melihat bahwa sistem yang dianut 

oleh lembaga ini adalah bottom up sehingga memberikan ruang suara bagi 

anggotanya. 

Bila dilihat dari sisi profesionalisme pemimpin BUMDesa Binangun 

Jati Unggul dapat dikatakan secara keahlian dan keterampilan dalam 

menggerakkan lembaga sudah baik. Meskipun tidak memiliki basis bisnis 

tetapi mampu menggerakkan anggotanya maju. Hal ini dapat dilihat dari 

berbagai capaian baik dari pendapatan, kontribusi kepada PAD pemerintah 

desa, upaya perencanaan pengembangan unit usaha baru yaitu wisata Bukit 

Cubung, dan prestasi penghargaan yang diperoleh. Adapun prestasi yang 

diperoleh lembaga ini adalah BUMDesa dengan kinerja terbaik se-Kabupaten 

Kulon Progo. Sementara itu, dari sisi kompetensi manajemen oleh pemimpin 

BUMDesa Binangun Jati Unggul sudah baik karena kesadaran terhadap 

minimnya kualitas SDM anggotanya, maka pemimpin berinovasi melakukan 

studi banding ke lembaga lainnya sebagai best practice. Pemimpin juga selalu 

berusaha untuk mengembangkan BUMDesa dengan menciptakan unit usaha 

baru dan menjaring kerjasama seluas-luasnya. Disamping itu, pemimpin 

bersama anggota telah membuat dokumen perencanaan dalam bentuk blue 

print sebagai komitmen untuk mengembangkan BUMDesa Binangun Jati 

Unggul. 
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D. BUMDesa Sejahtera 

BUMDesa Sejahtera berada di Kabupaten Gunungkidul merupakan 

salah satu lembaga yang dikenal karena unit usaha wisatanya, yaitu Srigethuk 

dan  Goa Rancang Kencana. Bahkan esksistesi obyek wisata tersebut lebih 

dahulu dikenal oleh masyarakat kemudian baru dikelola oleh BUMDesa 

Sejahtera. Berikut ulasan analisis kelembagaan BUMDesa Sejahtera. 

1. Pengaruh BUMDesa Terhadap Lingkungan Sekitarnya 

Program-program yang dikelola oleh BUMDesa Sejahtera tergolong 

inovatif dalam menyelesaikan masalah. Program dimulai dengan adanya 

sebuah masalah kemudian melihat potensi alam sebagai modal usahanya. 

Misalkan saja unit pengolahan air bersih dan wisata yang bersumber dari 

alam. Peneliti melihat bahwa pengelola BUMDesa Sejahtera bersama dengan 

Pemerintah Desa Bleberan mulai berinisiatif untuk mengelola sumberdaya 

yang ada seperti air terjun Sri Gethuk dalam mengatasi permasalahan 

pemenuhan kebutuhan air bersih, khususnya musim kemarau.  

Dengan adanya BUMDesa Sejahtera memberikan penyerapan tenaga 

kerja berkisar 65-75 orang. Setiap pekerja diprioritaskan warga asli Desa 

Bleberan. Program yang dikelola oleh BUMDesa mampu memberikan 

penghidupan bagi masyarakat (anggota) dengan mendapatkan penghasilan 

sebesar Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00 sesuai standar 

UMR.  

“Desa mempunyai inisiatif membentuk BUMDes 
harapan dan cita-citanya adalah mensejahterakan 
masyarakat. Salah satunya memperkerjakan masyarakat 
asli dari desa Bleberan yang dapat menampung banyak 
masyarakat untuk dapat ikut serta membangun dan 
mengembangkan BUMDes.” Hartono (56) 
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Keberadaan BUMDesa Sejahtera juga memberikan manfaat dengan 

kontribusinya laba sebesar 25% diberikan kepada padukuhan untuk 

mendukung pendanaan pembangunan. Selain itu, sebesar 10% dari laba 

kegiatan BUMDesa juga diberikan dalam rangka kegiatan sosial di lingkungan 

Desa Bleberan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Bapak Harjono selaku 

Kepala Unit Sri Gethuk bahwa 10% untuk dana sosial religi yang 

dipergunakan sosial seperti santunan anak yatim piatu, pengajian, dan 

sebagainya. Sementara bagi masyarakat sekitar yang bukan anggota 

BUMDesa mendapatkan keuntungan dengan meramaikan obyek wisata 

melalui berjualan kaos, baju, dan makanan bagi para wisatawan yang 

berkunjung. Hal ini tentu mampu meningkatkan penghasilan bagi masyarakat 

sekitar obyek wisata yang dikelola oleh BUMDesa. 

“bagi warga sini ya dapat menciptakan pekerjaan. Bagi 
saya ya bisa berdagang jadi penghasilan meningkat, tetapi 
tidak pasti yah tergantung ramai atau sepinya mas.” 
Ngadiem (53) selaku warga Desa Bleberan 

Selain berjualan, masyarakat juga mendapatkan keuntungan dalam 

mengakses air bersih karena ketika musim kemarau sangat sulit mendapatkan 

air bersih. Dengan adanya keberadaan BUMDesa Sejahtera sebagai pengelola 

memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu kemudahan untuk 

mendapatkan air bersih. Disamping itu, BUMDesa Sejahtera juga mampu 

mengakomodir bagi UMKM di sekitarnya dalam pendampingan budidaya 

jamur untuk 30 rumah. 

Bagi Pemerintah Desa Bleberan tentu saja keberadaan BUMDesa 

Sejahtera memberikan dampak positif melalui peningkatan PAD. Dahulu 

sebelum adanya BUMDesa tersebut jumlah PAD tergolong kecil sehingga 

menyebabkan desa ini menjadi desa miskin (60% kepala keluarga di Desa 

Bleberan tergolong miskin), namun demikian sekarang PAD meningkat 
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dengan tambahan 25% dari pembagian sisa hasil usaha. Padahal keuntungan 

keseluruhan lembaga ini rata-rata sebanyak 2,2 Milyar per tahun. 

Masyarakat menilai sejak adanya BUMDesa Sejahtera terjadi perubahan 

dalam hidupnya, terutama terkait penghasilannya. Oleh sebab itu, keberadaan 

BUMDesa tersebut diakui oleh masyarakat karena memberikan dampak 

positif yang banyak bahkan masyarakat menganggap tidak ada masalah sejak 

adanya lembaga BUMDesa. Misalkan saja Ngadiem (53) mengungkapkan 

bahwa sejak adanya BUMDesa Sejahtera belum ada masalah di 

lingkungannya. 

“Masyarakat menyambut baik dengan konsep gotong 
royong. Masyarakat menjadi lebih sejahtera.” Hartono 
(56) 

Peneliti melihat bahwa berbagai manfaat dari program-program 

BUMDesa Sejahtera mampu memberikan citra yang baik di mata masyarakat. 

Peningkatan ekonomi yang selama ini menjadi masalah utama desa dapat 

terselesaikan dengan adanya lembaga tersebut untuk menggali dan 

mengembangkan potensi lokal. 

2. Dukungan Lembaga Lain Terhadap BUMDesa 

Dalam menjalankan beberapa program BUMDesa Sejahtera, lembaga 

ini bekerjasama dan mendapatkan bantuan oleh berbagai lembaga baik sektor 

publik maupun privat. Kemitraan dari perbankan, ada BNI, BRI, dan BPD. 

Tiap lembaga bentuk kemitraannya bermacam-macam, baik pengarahan, 

pelatihan, dan kerjasama dalam pengembangan potensi alam. Sementara 

pemberian bantuan dapat berupa dana, tanah, ilmu pengetahuan, dan sarana 

prasarana. 

Dari instansi pemerintah terdapat Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dinas PU Kabupaten Gunungkidul, 
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BLH Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 

dan Pemerintah Desa Bleberan. Kerjasama yang dilakukan oleh instansi 

tersebut adalah pendampingan dalam pengelolaan unit usahanya. Sementara 

bantuan dapat dilihat dari dana desa, penyuluhan, dan sarana prasarana guna 

menunjang pelayanan di unit usahanya. 

Bentuk kemitraan Pemerintah Desa Bleberan dengan BUMDesa 

Sejahtera adalah permodalan dalam tanah untuk kantornya dan penyaluran 

dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. Nantinya BUMDesa Sejahtera juga akan berpartisipasi 

memberikan kontribusi PAD. Disamping itu, .pemerintah desa juga 

memberikan bantuan atau fasilitasi berupa sarana dan prasarana dalam hal ini 

berbentuk barang bukan dana. Bahkan dukungan penuh juga diberikan dari 

pemerintah desa kepada BUMDesa dalam bentuk pengikutsertaan ke dalam 

musrenbangdes. Dengan demikian, BUMDesa dianggap penting untuk 

mengikuti agenda tersebut dan memiliki peluang untuk bekerjasama dalam 

pembangunan, khususnya di lokasi unit usaha lembaga BUMDesa. Selain itu, 

pemerintah desa juga kerap memberikan pembinaan dalam pelayanan publik 

dan pengembangan BUMDesa Sejahtera. 

Dari swasta terdapat travel agent dan investor asing Korea Selatan. 

Bentuk kerjasama dengan travel agent adalah pihak BUMDesa Sejahtera 

memberikan informasi terkait usaha wisatanya sementara bagi travel agent bisa 

menjadi bahan literatur destinasi bagi wisatawan. Untuk bentuk kerjasama 

dengan Korea Selatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembibitan 

jamur tiram. Hal ini dirasa mampu meningkatkan kapasitas masyarakat karena 

mendapatkan ilmu dan keterampilan dari investor. Peneliti melihat bahwa ada 

upaya transfer of knowledge dari investor kepada masyarakat. 
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Berkaitan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh BUMDesa Sejahtera 

dari sisi sumberdaya alam yaitu unit usaha didukung oleh potensi alam, 

seperti air terjun Sri Gethuk. Bahkan peneliti melihat ketergantungan dengan 

alam karena penggerak dari kegiatan BUMDesa tersebut. Dari sumberdaya 

manusia tergolong lemah karena diakui bahwa permasalahannya adalah 

kualitas sumberdaya manusianya. Meski demikian, selalu diupayakan untuk 

melatih bagi anggota BUMDesa sehingga semakin meningkatkan kapasitas 

anggota. Bahkan ada pelatihan dan pendampingan dari mitra menjadi salah 

satu kegiatan untuk menambah pengalaman dan ilmu bagi anggota. Di satu 

sisi, ada kegiatan studi banding ke lembaga lainnya untuk memperkaya ilmu 

bagi anggotanya dengan adanya dana sebesar 10% dari keuntungan yang 

ditujukan untuk pendidikan. Sementara itu, untuk sumberdaya keuangan 

meskipun sudah memperoleh keuntungan diangka milyar tetapi masih 

dianggap kurang karena masih membutuhkan penambahan sarana dan 

prasarana di tiap unit usahanya. 

3. Karakteristik Kepemimpinan BUMDesa 

Peran pemimpin BUMDesa Sejahtera sangat berarti dalam mengelola 

dan mengembangkan lembaga tersebut. Berdasarkan wawancara dengan 

Harjono (-), prinsip yang selalu dipegang teguh oleh pemimpin lembaga ini 

adalah mengutamakan kepentingan masyarakat semisal tidak mendirikan unit 

usaha yang mematikan usaha masyarakat. Dengan demikian, ada upaya 

BUMDesa Sejahtera untuk tetap mendukung usaha lokal oleh masyarakat 

sekitar dengan tidak membuat kondisi yang menjadi ancaman hasil produksi 

lokal tersebut. Hal ini menjadi komitmen bagi pemimpin BUMDesa Sejahtera 

bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya bagi anggota saja tetapi juga 

dengan masyarakat sekitarnya. Ada suatu hal yang penting tidak hanya 

masalah bisnis tetapi bagaimana melaksanakan pemberdayaan masyarakat 

sebagai nilai tambah kehidupannya. Di satu sisi, pemimpin BUMDesa 
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Sejahtera tergolong memiliki sikap yang tegas dan harus tahu segala kondisi 

lembaga maupun inovasi yang bisa diadaptasikan ke lembaga tersebut. Di sini 

tampak bahwa pemimpin lembaga tersebut tergolong profesionalisme karena 

selalu berupaya untuk mengetahui informasi apa saja yang terkait dengan 

lembaga dan pengembangannya. Peneliti melihat bahwa karakter 

kepemimpinan BUMDesa Sejahtera tergolong kuat dan tidak hanya 

memikirkan dirinya sendiri, anggotanya, tetapi jauh lebih memikirkan pula 

dengan masyarakat sekitar di luar anggota. Dengan demikian, semakin 

meningkatkan respect dari anggota lembaga terhadap pemimpinnya sehingga 

mampu menggerakkan anggotanya dalam ikut serta mengembangkan 

BUMDesa Sejahtera. 

 

 

“karena konsepnya bukan semata-mata pendapatan 
desa yang sebanyak-banyaknya tetapi pemberdayaan 
desa yang sebanyak-banyaknya. Bumdes yang mati 
suri, belum adanya komitmen antara Pemdes, BPD, 
dan masyarakat dalam mengembangkan bumdes 
sendiri, belum memahami apa itu bumdes, kadang 
pemdes masih memahami bumdes itu ketika pak 
kades mendirikan akan menjadi 2 matahari 
kembar yang memerintah di desa itu pengertian yang 
tidak paham. Bumdes berdiri bukan atas kajian 
tapi atas keinginan mencari profit sehingga 
permasalahan lokal desa tidak tersentuh. Misalnya 
di sini sudah ada pengecer bensin kemudian bumdes 
karena ingin keuntungannya maka membuat pom 
mini itu tidak diterima masyarakat dan mematikan 
ekonomi masyarakat.” Harjono. 
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Permasalahan utama di lembaga BUMDesa Sejahtera adalah kualitas 

SDM dalam mengelola maupun upaya mengembangkan unit usahanya. 

Pemimpin melakukan tindakan guna meminimalisir terhadap masalah 

tersebut dengan cara bermitra dengan lembaga lainnya melalui pendampingan 

dan pelatihan. Selain itu, setiap tahunnya diadakan kunjungan ke lembaga 

lainnya untuk meningkatkan kapasitas lembaganya. Bahkan dalam kunjungan 

ke daerah lainnya, lembaga ini sekalian untuk melakukan promosi. Di sini 

tampak bahwa ada upaya dari pemimpin BUMDesa Sejahtera dalam 

menyikapi masalah dan keinginan untuk tetap melakukan perubahan lembaga 

sesuai tujuan awal. Dengan demikian terkait tekanan untuk reformasi disikapi 

dengan cara melakukan kunjungan ke lembaga lain dan memperluas jaringan 

kemitraan. 

“Medsos, melakukan promosi keluar setiap tahun 4 kali 
melakukan kegiatan promosi keluar ke kabupaten-
kabupaten terakhir dari bandung. Dari pemda dan 
pemprov kadang ada kegiatan tap to top dari beberapa 
travel saling tatap muka.” Harjono (-) 

Dalam hal pengambilan keputusan, pemimpin BUMDesa Sejahtera 

tergolong senang dengan muasyawarah. Kegiatan musyawarah merupakan 

contoh pengambilan keputusan menerapkan sistem bottom up. Dasar 

pemilihan musyawarah bagi lembaga ini adalah BUMDesa bukan miliknya 

sendiri tetapi milik bersama dan juga aplikasi dari pemberdayaan masyarakat. 

Dalam hal berpolitik, pemimpin selalu berupaya memajukan BUMDesa 

Sejahtera dengan menjaring kemitraan. Mitra yang menjadi sasaran tidak 

hanya sektor publik tetapi juga privat dari tingkat lokal maupun luar negeri. 

Dasar menjaring kemitraan adalah untuk memperkuat keberadaan eksistensi 

BUMDesa dan berupaya mengembangkan BUMDesa dengan selalu 

melibatkan masyarakat. 
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Berkaitan dengan kompetensi manajemen, pemimpin BUMDesa 

Sejahtera tergolong sudah mampu mengatur dan mengelola lembaganya. 

Meskipun hanya lulusan SMA tetapi mampu menggerakkan anggotanya 

untuk ikut mengembangkan BUMDesa tersebut. Peneliti melihat bahwa 

kompetensi manajemen dari pemimpin tergolong baik karena saat ini telah 

mampu mencapai 70% dari tujuan awal BUMDesa. Selain itu, dengan 

manajemen saat ini BUMDesa Sejahtera telah mendapatkan penghargaan 

kategori ilmu pengetahuan dan teknologi serta wisata terbaik pilihan dari 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal 

ini menjadi bukti bahwa pemimpin BUMDesa tersebut telah memampu 

menggerakkan anggotanya untuk bersama-sama dalam mengembangkan 

lembaga. Kelemahan dari BUMDesa ini adalah belum mempunyai dokumen 

perencanaan pengembangan lembaga seperti blue print atau masterplan 

pengembangan BUMDesa. Kelemahan ini menunjukkan bahwa pemimpin 

belum mampu menuangkan program-program BUMDesa ke depannya 

sebagai target dari lembaga ini. 

 

E. Garis Merah Evaluasi Kelembagaan Di Kawasan Studi 

Pada bahasan bagian ini akan menjelaskan tentang keseluruhan dari 

hasil analisis kelembagaan ke empat BUMDesa di DIY. Tujuan  dari ulasan 

ini agar mengetahui kelembagaan secara umum atau menggeneralisasi dari 

studi kasus yang ada dalam penelitian ini. Tiap BUMDesa memiliki karakter 

yang sama sebagai lembaga lokal yang berupaya membangun daerahnya, 

yaitu: 

a. Berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya sehingga 

pemerintah desa mendapatkan masukan modal untuk pembangunan 

desa.  
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b. Pengembangan BUMDesa diinisiasikan oleh pemerintah desa 

maupun pemerintah kabupaten sebagai stimulan atas inisiatif 

masyarakat. Hal ini senada dengan asumsi dari Nugroho (2015) 

bahwa kebanyakan BUMDesa pada mulanya merupakan lembaga 

yang dibentuk oleh pemerintah kemudian dijalan profesional oleh 

masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan. 

c. Semua BUMDesa berawal dari keinginan untuk mengurangi 

kemiskinan dan pengangguran di daerahnya. Dengan hasil 

pendapatan yang cukup tinggi memberikan kondisi kemandirian 

masyarakat dalam mengembangkan lembaga lokal sebagai akses 

seperti yang diungkapkan oleh Agusta, e al (2014:25). Bahkan 

Faedlulloh (2018) menambahkan bahwa BUMDesa sebagai 

penggerak roda pertumbuhan ekonomi yang dikelola oleh warga 

sehingga tercapai desa mandiri & otonom. Namun demikian, saat ini 

memasuki era new normal (adanya wabah Covid-19) sehingga 

pemimpin lembaga BUMDesa memperkirakan berdampak pada 

penurunan keuntungan, khususnya sepinya kunjungan wisatawan 

pada unit wisata. 

d. Empat BUMDesa memiliki payung hukum berupa Peraturan Desa 

memberikan aturan proporsi tenaga kerja lokal bisa lebih dari 80% 

sementara sisanya dibuka untuk umum sesuai kebutuhan posisinya. 

Selain itu, terdapat pula pembagian proporsi kontribusi pendapatan 

BUMDesa kepada pemerintah desa, pendidikan, operasional lembaga, 

CSR, dana cadangan, dan honor. Meksipun setiap lembaga berbeda-

beda dalam mengalokasikan keuntungannya disesuaikan dengan 

kesepakatan dengan pemerintah desa. 

e. Unit usaha yang dilakukan oleh empat BUMDesa adalah unit yang 

potensial menghasilkan pemasukan, seperti: wisata, kuliner, simpan 
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pinjam, pengelolaan sampah, dan pertanian. 

f. Semua BUMDesa bergantung pada potensi alam yang dimiliki oleh 

daerahnya untuk dijadikan modal unit usahanya. Ketua BUMDesa 

bersama dengan masyarakat (anggota BUMDesa) melakukan diskusi 

untuk perencanaan pengembangan unit usaha ke depannya. Hasil dari 

diskusi akan disampaikan ke pemerintah desa beserta jajarannya 

untuk diskusi lebih lanjut terkait persetujuan unit usahanya tanpa 

merusak lingkungan. Hal ini seakan menciptakan demokrasi ditingkat 

desa sebagai solusi dalam pembangunan desa sebagaimana penelitian 

dari Hong, et al (2018). 

g. Permasalahan utama di empat BUMDesa adalah masih dianggap 

kurangnya kualitas SDM karena rata-rata tenaga kerja yang ada dari 

tidak sekolah hingga SMA. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Amri 

(2015) yang juga akan berpengaruh pada kinerja BUMDesa. Selain itu, 

masih dianggapnya keterbatasan modal untuk mengembangkan 

BUMDesa. Oleh sebab itu, diperlukan perluasan jaringan untuk 

menambah penyertaan modal unit usaha sebagaimana pendapat dari 

Khozhylo, et al (2020). 

Berdasarkan data yang ada maka peneliti menggunakan analisis 

kelembagaan menurut teori institution building oleh Philips (1969) dalam 

Moore, et al (1995:49-55) sebagai evaluasi keberadaan BUMDesa terhadap 

pembangunan desa. Berikut matriks evaluasi BUMDesa berdasarkan teori 

institution building: 
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Tabel 4. Matriks Evaluasi Kelembagaan BUMDesa 

Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

Kesuksesan 
Lembaga 

Inovasi 
Program 

Program dibuat setelah 
adanya BUMDesa dari nol 
berdasarkan pasar. 
Inovasi program yang 
dicetuskan, antara lain: 
unit usaha wisata dan 
tanaman agronema dan 
unit usaha kuliner. 

Program dibuat karena 
munculnya permasalahan 
sampah di lingkungan 
masyarakat. 
Inovasi program yang 
dicetuskan, antara lain: 
KUPAS, wisata 
kampoeng mataraman, 
budidaya agro dan 
pertanian, pengelolaan 
limbah rumah tangga, 
pengolahan minyak 
nyamplung, rest area, dan 
swadesa. 

Program dibuat berdasarkan 
permasalahan penjualan padi 
dari petani ke tengkulak. 
Selain itu, program simpan 
pinjam dibuat dengan adanya 
LKM terlebih dahulu 
sebelum adanya BUMDesa. 
Beberapa program yang 
dicetuskan, yaitu: jasa 
keuangan simpan pinjam dan 
jasa perdagangan & produksi 
pertanian. Hasil pertanian 
bisa dijual ke mitra 
BUMDesa seperti warung, 
toko, Tomira, bahkan ke 
BUMDesa Tridadi Makmur. 
Selain itu, akan direncanakan 
pengembangan unit usaha 
wisata. 

Progam dibuat karena 
permasalahan air bersih.  
Program yang dikelola 
antara lain: unit usaha 
pengelolaan air bersih, 
simpan pinjam, 
perdagangan dan jasa, 
dan wisata. 
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Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

 Dampak 
Program 

Masyarakat yang menjadi 
anggota BUMDesa yang 
turut mengelola unit 
usahanya akan 
mendapatkan gaji 1-2 juta 
atau sesuai UMR. Jumlah 
tenaga kerja sebanyak 50-
60 orang. 
 
Untuk masyarakat di luar 
anggota BUMDesa, 
penghasilan juga naik 
meskipun tidak signifikan 
dari 200.000 sampai 
500.000 berkat adanya 
kegiatan BUMDesa.  
 
BUMDesa berkontribusi 
bagi PAD sebanyak 51% 
dari total keuntungan yaitu 
Rp. 300.000.000,00. 
 

Penghasilan masyarakat 
yang mengelola 
BUMDesa sebanyak 1-2 
juta sesuai UMR. Jumlah 
tenaga kerja sebanyak 98 
orang. 
 
Untuk masyarakat lainnya 
di luar anggota BUMDesa 
terdapat di unit usaha 
olah sampah. Selain itu, 
melibatkan karang taruna 
untuk event-event seperti 
FKY.  Masyarakat lainnya 
juga bisa mengikuti 
program menabung 
sampah menjadi  emas. 
Ada dana sosial sebesar 
5% dari keuntungan 
BUMDesa untuk 
pembangunan desa, 
misalkan pembangunan 
rumah layak huni dan 
beasiswa pendidikan. 
 
Besaran kontribusi 

Penghasilan masyarakat yang 
menjadi anggota BUMDesa 
sebesar 1-2 juta sesuai UMR. 
Jumlah tenaga kerja 
sebanyak 12 orang. 
 
Masyarakat sekitar di luar 
anggota BUMDesa bisa 
meminjam uang sebagai 
nasabah sangat terbantu. 
Selain itu, bisa menjual 
padinya ke BUMDesa 
dengan harga yang lebih 
tinggi dibandingkan bila 
dijual ke tengkulak. Ada 
dana sosial sebesar 2,5% dari 
keuntungan BUMDesa.  
 
Besaran kontribusi 
BUMDesa terhadap PAD 
pemerintah desa sebanyak 
50% dari keuntungan, 
misalkan tahun 2019 sebesar 
Rp. 128.000.000,00. 

Penghasilan masyarakat 
yang menjadi anggota 
BUMDesa sebesar 1-2 
juta sesuai UMR. Jumlah 
tenaga kerja sebanyak 65-
75 orang. 
 
Masyarakat sekitar (di 
luar anggota BUMDesa) 
juga mengakui bahwa  
penghasilannya 
meningkat karena adanya 
BUMDesa dengan 
berjualan kaos, baju, 
makanan 
 
Dampak bagi padukuhan 
adalah bisa memberikan 
uang sebesar 25% dari 
pendapatan bersih untuk 
padukuhan di Desa 
Bleberan dan 5% 
diberikan dalam rangka 
sosial.  
 
Untuk kontribusi kepada 
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Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

BUMDesa terhadap PAD 
pemerintah desa sebanyak 
35% dari 5,7 Milyar. 

PAD sebanyak 25% dari 
hasil keuntungannya 
sebanyak 2,2 M. 
 

 Image/citra di 
masyarakat 

Baik karena mampu 
menyerap tenaga kerja dan 
menambah keuntungan 
bagi usaha masyarakat 
sekitarnya.  

Baik karena mampu 
menyerap tenaga kerja 
dan kontribusi dana CSR. 

Baik karena mampu 
menyerap tenaga kerja dan 
kontribusi dana CSR. 

Baik karena mampu 
menyerap tenaga kerja, 
kontribusi dana CSR, dan 
menambah keuntungan 
bagi usaha masyarakat 
sekitarnya. 

 Adaptasi 
kondisi/ 
masyarakat 
lokal 

Diakui oleh masyarakat 
dan dirasakan manfaatnya. 

Diakui oleh masyarakat 
dan dirasakan 
manfaatnya. 

Diakui oleh masyarakat dan 
dirasakan manfaatnya. 

Diakui oleh masyarakat 
dan dirasakan 
manfaatnya. 

Dukungan 
Internal & 
lembaga lain 

Kerjasama 
dengan 
lembaga lainnya 

Didukung oleh 
Travel Agent, sponsor, 
pendampingan 
pemerintah desa, 
BUMDes lain seperti 
Binangun Jati Unggul 

Didukung oleh 
Pegadaian, BNI, BRI 
memberikan jaminan 
KUR tanpa anggunan 
melalui BUMDesa 
maksimal 5juta/orang, 

Tomira, Bulog, PT Lentera 
bidang pengolahan hasil 
pertanian, UGM 
pendampingan, DPM 
Muhammadiyah Kulon 
Progo, Bakor PKP, 

Didukung oleh Korea 
Selatan dalam budidaya 
jamur, Travel Agent, 
Jurnalis, BRI, BNI 
mmberikan KUR, Pemda 
memberikan pelatihan, 
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Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

pasokan beras dan sekam. bank sampah di tingkat 
padukuhan, 
pendampingan 
pemerintah desa 

Gapoktan Jati Makmur, 
Maga Swalayan, WS 
Swalayan, Toserba Prima, 
Toserba Atmaja, Toserba 
Warno Warni, BUMDesa 
Tridadi Makmur, toko dan 
rumah makan, serta 
pendampingan pemerintah 
desa 

BPD, pendampingan 
pemerintah desa 

 Bantuan Donatur, Kemendes 
PDTT berupa 
permodalan dana desa, 
pemerintah desa berupa 
tanah dan sarana 
prasarana 

Kemendes PDTT berupa 
permodalan uang dana 
desa , BLH DIY 
pmbangunan rumah olah 
sampah, pemerintah desa 
berupa tanah dan sarana 
prasarana 

Didukung oleh Kementerian 
Sosial, Kemendes PDTT 
berupa penggilingan padi 
dan permodalan dana desa, 
pemerintah desa berupa 
tanah dan sarana prasarana 

Kemendes PDTT berupa 
permodalan dana desa, 
Dinas PU Kabupaten 
Gunungkidul, BLH 
Kabupaten Gunungkidul, 
Dinas Pariwisata 
Kabupaten Gunungkidul, 
pemerintah desa berupa 
tanah dan sarana 
prasarana 

 Jaminan 
kelangsungan 
hidup 

Didukung oleh 
sumberdaya alam, modal, 
dan keuangan, sementara 
masalah dari kualitas SDM 
yang masih diperlukan 
upaya-upaya peningkatan 
kapasitas anggotanya. 

Didukung oleh 
sumberdaya alam, modal, 
dan keuangan, sementara 
masalah dari kualitas 
SDM yang masih 
diperlukan upaya-upaya 
peningkatan kapasitas 

Didukung oleh sumberdaya 
alam, modal, dan keuangan, 
sementara masalah dari 
kualitas SDM yang masih 
diperlukan upaya-upaya 
peningkatan kapasitas 
anggotanya. 

Didukung oleh 
sumberdaya alam, modal, 
dan keuangan, sementara 
masalah dari kualitas 
SDM yang masih 
diperlukan upaya-upaya 
peningkatan kapasitas 
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Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

anggotanya. anggotanya. 

Kepemimpinan Karakter 
Pemimpin 

Didukung dengan 
latarbelakang lulusan S2 
manajemen, memiliki sifat 
bisnis oriented, profesional, 
tegas, perencanaan 
strategis, visioner, masalah 
dianggap tantangan, dan 
mandiri 

Pemimpin bersedia terjun 
langsung ke lapangan, 
masalah langsung 
dimusyawarahkan dan 
diselesaikan, 
memberdayakan 
masyarakat lebih utama 
dibandingkan dirinya 
sendiri. 

Satu-satu pemimpin dari 
golongan perempuan, 
pemimpin bersifat ramah, 
multitalent, berprinsip 
menjadi panutan bagi 
pegawainya, prinsip diri 
ketika saya bisa maka saya 
bisa, bersedia lembur 
bersama pegawai. 

Sifat pemimpin antara 
lain: komitmen, 
mengutamakan 
kepentingan masyarakat 
seperti tidak membuat 
unit usaha yang 
mematikan usaha 
masyarakat, bukan bisnis 
oriented tetapi lebih 
mengutamakan 
pemberdayaan 
masyarakat seluas-
luasnya, tegas dan harus 
tahu semua yang 
dilakukan oleh pegawai. 

 Efisiensi 
Penanganan 
Masalah 

Penyelesaian masalah 
melihat kondisi 
sumberdaya yang 
dimilikinya, misalkan tidak 
menerima atau 
berkurangnya gaji ketika 
sedang ada permasalahan 

Penyelesaian masalah 
melihat kondisi 
sumberdaya yang 
dimilikinya. misalkan 
jumlah gaji seadanya 
ketika sedang ada 
permasalahan finansial di 

Penyelesaian masalah 
melihat kondisi sumberdaya 
yang dimilikinya, ketika tidak 
cukup finansial maka 
mengajukan proposal 
pengembangan BUMDesa. 

Penyelesaian masalah 
melihat kondisi 
sumberdaya yang 
dimilikinya. 
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Indikator Subindikator 
BUM Desa Tridadi 

Makmur 
BUM Desa Panggung 

Lestari 
BUM Desa Binangun Jati 

Unggul 
BUM Desa Sejahtera 

finansial di BUMDesa BUMDesa 

 Pengambilan 
Keputusan 

Bottom Up Bottom Up Bottom Up Bottom Up 

 Politik Mempengaruhi dan 
menjaring lembaga lain 
untuk bermitra. 

Mempengaruhi dan 
menjaring lembaga lain 
untuk bermitra. 

Mempengaruhi dan 
menjaring lembaga lain 
untuk bermitra. 

Mempengaruhi dan 
menjaring lembaga lain 
untuk bermitra. 

 Profesionalisme Berlaku multitalent 
sehingga menjadi panutan 
bagi anggotanya dan 
tergerak untuk mengikuti 
pemimpin 

Berlaku multitalent 
sehingga menjadi panutan 
bagi anggotanya dan 
tergerak untuk mengikuti 
pemimpin 

Berlaku multitalent sehingga 
menjadi panutan bagi 
anggotanya dan tergerak 
untuk mengikuti pemimpin 

Berlaku multitalent 
sehingga menjadi 
panutan bagi anggotanya 
dan tergerak untuk 
mengikuti pemimpin 

 Kompetensi 
Manajemen 

Baik Baik Baik Baik 

 Tekanan untuk 
reformasi 

Ada dokumen 
perencanaan 
pengembangan BUMDesa 

Ada dokumen 
perencanaan 
pengembangan 
BUMDesa 

Ada dokumen perencanaan 
pengembangan BUMDesa 

Belum ada dokumen 
perencanaan 
pengembangan 
BUMDesa 

Sumber: hasil pengolahan penulis, 2020
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Secara umum karakteristik BUMDesa di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan mengambil empat studi kasus, pembentukan BUMDesa atas inisiasi 

pemerintah desa yang disambut baik oleh masyakat terutama yang menjadi 

anggota. Potensi alam menjadi modal utama dalam pemasukan BUMDesa 

bahkan sektor pariwisata selalu dimiliki oleh lembaga tersebut, meskipun 

hanya satu lembaga yang baru merencanakan penambahan unit usaha wisata. 

Tiap BUMDesa berkontribusi kepada pemasukan asli desa (PAD) dengan 

nominal di atas angka Rp. 100.000.000,00. Permasalahan SDM dan modal 

masih menjadi tantangan bagi BUMDesa dalam mengembangkan unit 

usahanya.  

Dari sisi analisis kelembagaan dengan indikator kesuksesan lembaga, 

BUMDesa yang menjadi studi kasus tergolong sukses karena mampu 

menciptakan inovasi program dan dampak programnya dirasakan tidak hanya 

oleh anggota, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah desa. Dampaknya 

antara lain: peningkatan pendapatan, pengurangan angka pengangguran, 

pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya 

dampak positif tersebut maka citra lembaga dianggap baik dan diakui oleh 

masyarakat sekitarnya. Di satu sisi, keberhasilan membawa perubahan kondisi 

sosial, ekonomi, dan lingkungan memberikan bukti bahwa BUMDesa bisa 

menjadi lokomotif pembangunan desa yang perlu didukung oleh stakeholders 

lainnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Dari sisi dukungan internal dan lembaga lain, keempat BUMDesa telah 

melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya, baik sektor publik, privat, 

maupun kelompok masyarakat lainnya. Kerjasama dilakukan tidak hanya 

tingkat lokal bahkan tingkat internasional. Sementara itu, bantuan bagi 

lembaga BUMDesa didapatkan dari donatur, Pemerintah melalui dana desa, 

pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan perguruan tinggi. Sumberdaya 

yang dimiliki oleh BUMDesa, baik alam, modal, keuangan, dan manusia 
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tergolong telah mampu memberikan jaminan keberlangsungan hidup 

lembaga tersebut meskipun perlu upaya peningkatan kualitas SDM. 

Dari sisi kepemimpinan, karakter pemimpin didominasi oleh visioner, 

mandiri, suka tantangan, dan mau terjun ke lapangan bersama anggotanya. 

Untuk efisiensi penanganan masalah, setiap masalah diselesaikan dengan 

melihat ketersediaan sumberdaya, jika tidak mampu maka melakukan 

kerjasama maupun mengajukan proposal ke lembaga lainnya. Pengambilan 

keputusan yang diterapkan oleh pemimpin BUMDesa dengan menggunakan 

sistem bottom up karena lembaga ini terbentuk secara gotong royong bersama-

sama. Dari subindikator politik, pemimpin mampu memberikan contoh yang 

baik bagi anggota sehingga dapat mempengaruhi anggota dan lembaga 

lainnya untuk bermitra. Secara talenta, pemimpin keempat BUMDesa 

tergolong multitalent sehingga menjadi panutan dan menggerakkan kerja 

anggotanya. Kompetensi manajemen yang dilakukan oleh pemimpin 

BUMDesa tergolong baik karena selalu berupaya meningkatkan kualitas 

SDM, melalui sosialiasi, pelatihan, studi banding, dan kemitraan dengan 

lembaga lainnya. Terakhir terkait dengan tekanan untuk reformasi pemimpin 

telah merancang dokumen perencanaan pengembangan lembaga BUMDesa 

ke depannya, meskipun masih ada satu BUMDesa yang belum memiliki blue 

print konsep pengembangan BUMDesa. 

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan di lapangan, permasalahan 

yang terjadi di lembaga BUMDesa terdapat dua masalah inti, yaitu masalah 

kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan modal. Kedua masalah ini 

berimbas pada produktivitas lembaga tersebut. Berikut ulasan ringkas dari 

kedua masalah yang dialami oleh empat BUMDesa di lokasi studi: 

(1) Kurangnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pengelola 

BUMDesa 
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Anggota lembaga dengan tingkat pendidikan bervariatif dari tidak 

sekolah hingga jenjang SMA, tentu menjadi sebuah tantangan, seperti 

BUMDesa. Pada dasarnya kualitas SDM selalu menjadi tantangan yang kerap 

ditemui oleh lembaga yang sedang berkembang. SDM merupakan modal 

utama dalam pengembangan lembaga. Menurut beberapa penelitian terkait 

dengan tingkat pendidikan dalam suatu lembaga, misalkan saja Purdanti, et al 

(2014) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan karyawan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern pada koperasi 

serba usaha. Besaran pengaruhnya terhadap kualitas sistem pengendalian 

intern sebanyak 64,4%. Hal ini juga sependapat dari penelitian oleh Vezina & 

Belanger (2019) dan Blanda & Urbancikova (2019) bahwa pendidikan dan 

keahlian berpengaruh terhadap masa depan lembaga. Pendidikan formal 

maupun dari segi pengetahuan dan keterampilan mampu memberikan 

motivasi dalam peningkatan usaha (Dewanti, 2010). Faktor kemampuan/skill 

juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha lembaga 

(Indriyatni, 2013). Sementara menurut Suwarno, et al (2014) tingkat 

pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku. Tentu saja perilaku yang 

berkontribusi terhadap pengembangan lembaga.  

(2) Keterbatasan modal dalam pengembangan BUMDesa 

Permasalahan modal selalu menjadi tantangan bagi BUMDesa di lokasi 

studi. Meskipun pendapatannya tergolong tinggi, tetapi selalu dinyatakan oleh 

pemimpin ke-empat BUMDesa bahwa masalahnya kekurangan modal. Hal 

ini dikarenakan ada upaya lembaga tersebut ingin mengembangkan unit 

usahanya tetapi melihat pemasukannya ternyata tergolong terbatas. Menurut 

Dewanti (2010) masalah sumberdaya terutama dana bisa menjadi kendala 

dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas lembaga. Modal akan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan lembaga (Indriyatni, 
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2013). Besaran modal juga berpengaruh terhadap keputusan jangka panjang 

(Jachimowicz, et al, 2017). Meskipun memiliki modal yang sedikit tetapi ada 

saling percaya antaranggota dan anggota dengan pemimpin bahkan 

sebaliknya bahwa lembaga tersebut akan berkembang jika bersama-sama. 

Berdasarkan temuan di lapangan, meskipun anggota masih tergolong pasif 

tetapi peneliti melihat ada community trust di dalamnya. Dalam keadaan 

kekurangan, membangun dan meningkatkan community trust dapat membantu 

meminimalkan konflik internal yang besar dan berkontribusi dalam partisipasi 

pengembangan lembaga (Jachimowicz, et al, 2017).  

Berdasarkan temuan di lapangan dengan melihat evaluasi kelembagaan 

dan permasalahan utama BUMDesa di lokasi studi, maka ada beberapa 

strategi pengembangan, antara lain: 

(1) Fasilitasi modal dan perluasan pangsa pasar 

Permasalahan modal dapat diatasi dua cara, yaitu bantuan/hibah dan 

usaha mandiri. Dalam hal bantuan/hibah bisa melakukan pengajuan proposal 

kepada Pemerintah maupun pemerintah daerah, bahkan dengan melihat 

prestasi beberapa BUMDesa tersebut sudah mendapatkan apresiasi tingkat 

internasional, maka memberikan peluang untuk mendapatkan bantuan dari 

negara lainnya, seperti: BUMDesa Panggung Lestari dan BUMDesa 

Sejahtera. Kedua modal bisa diperoleh dengan cara usaha mandiri yaitu 

perluasan pangsa pasar. Produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDesa saat 

ini berpeluang didistribusikan ke luar Yogyakarta, misalkan seperti BUMDesa 

Panggung Lestari. Perlu ada upaya perluasan pangsa pasar dengan 

mengenalkan produk unggulan dan inovatif, misalkan beras dari BUMDesa 

Binangun Jati Unggul ke luar Yogyakarta. Dalam hal ini, BUMDesa berupaya 

untuk menyampaikan informasi dan cara memasarkan produk. Tantangannya 
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adalah informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, 

kualitas, maupun kemasannya. 

(2) Peningkatan kepercayaan komunitas (community trust). 

Dalam suatu lembaga terutama yang berbasis bottom up tentu 

tantangannya adalah ketika terjadi konflik. Oleh sebab itu, diperlukan 

penguatan komunikasi antaranggota maupun hubungan vertikal. Bila 

diibaratkan komunikasi layaknya darah yang menghubungkan antarbagian 

dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, penting sekali bagi lembaga dalam 

menjaga komunikasi. Komunikasi ditujukan untuk memperkuat community 

trust dalam lembaga. Kepercayaan menjadi modal penting ketika lembaga 

mengalami kendala karena kepercayaan komunitas mampu menguatkan 

eksistensi lembaga. Bukan hal yang mudah ketika lembaga mengalami 

permasalahan, kepercayaan komunitas tetap ada. Bahkan dalam teori modal 

sosial, kepercayaan merupakan salah satu unsur dari modal sosial sebagai 

pondasi eksistensi lembaga. 

(3) Penguatan kapasitas pendidikan formal dan informal bagi 

anggota BUMDesa 

Penguatan kualitas sumberdaya manusia menjadi penting bagi 

pengembangan lembaga BUMDesa. Pendidikan merupakan salah satu sarana 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Namun demikian, pendidikan 

tak hanya terfokus pada formal tetapi juga informal juga. Hal ini dikarenakan 

perlu upaya peningkatan kualitas SDM bagi anggota BUMDesa yang memiliki 

tingkat pendidikan formal tergolong rendah. Menurut Aini, et al (2018) 

tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Namun 

demikian, meskipun pendidikannya hanya di jenjang tidak tinggi tetapi bisa 

mendapatkan kesejahteraan (pendapatan) lebih tinggi bila mendapatkan 
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pendidikan informal maupun pelatihan. Oleh sebab itu, diperlukan banyak 

sosialisasi, pelatihan, workshop, dan kunjungan lembaga lainnya untuk 

meningkatkan kualitas SDM melalui jalur informal. 

(4) Fasilitasi pameran BUMDesa se-Yogyakarta bahkan nasional 

dan internasional 

Sektor publik baik Pemerintah (dalam hal ini adalah Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) maupun 

pemerintah daerah harus mampu memfasilitasi produk-produk BUMDesa. 

Banyak cara untuk memperkenalkan produk BUMDesa kepada masyarakat 

luas, seperti mengadakan pameran. Pameran ini fungsinya sebagai ajang 

mempromosikan produk BUMDesa dan meningkatkan produktivitas serta 

motivasi bagi BUMDesa. Pameran bisa hanya tingkat lokal, yaitu se-Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun nasional. Ajang pameran ini akan memperkaya 

informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui eksistensi dan makna 

BUMDesa. Selain itu, bagi BUMDesa akan membuka peluang untuk 

menjaring kemitraan dengan antarBUMDesa sehingga ada transfer of knowledge. 

(5) Aplikasi dan pengembangan teknologi terapan dalam 

produksi 

BUMDesa di lokasi studi memerlukan aplikasi dan pengembangan 

teknologi terapan terutama dalam hal produksi menghasilkan barang 

unggulannya. Misalkan saja BUMDesa Binangun Jati Unggul memerlukan 

alat pemisah beras dalam produksi beras unggulannya. Oleh sebab itu, 

Pemerintah seharusnya memberikan bantuan terhadap BUMDesa tersebut, 

dalam hal ini yang dimaksud adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi. Tentu saja perlu harmonisasi dan koordinasi dengan 

perguruan tinggi untuk menciptakan inovasi teknologi yang adaptif terhadap 
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kebutuhan BUMDesa. Dengan adanya teknologi yang mendukung produksi 

BUMDesa maka akan menguatkan lembaga tersebut dalam daya saing di 

dunia usaha. 

(6) Penjaringan dan penguatan asosiasi kemitraan 

Salah satu solusi dalam hal terbatasnya modal adalah dengan 

melakukan penjaringan dan penguatan asosiasi kemitraan. Dalam hal ini bisa 

dilakukan secara mandiri untuk menjaring kemitraan maupun dengan 

fasilitasi dari pemerintah daerah atau pemerintah desa untuk mencari 

kemitraan dalam pengembangan BUMDesa. Bagaimanapun juga peran sektor 

publik sebagai fasilitator tetap harus diberdayakan demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Diperlukan pemilihan model kemitraan yang sesuai 

dengan kapasitas BUMDesa. Kemitraan yang dimaksud bisa dari BUMDesa, 

instansi dalam maupun luar negeri, dunia usaha, industri, perguruan tinggi, 

NGO/LSM, dan lembaga lainnya. 
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SINOPSIS BUKU 

Desa merupakan kawasan dengan potensi segala sumberdaya yang 

dimilikinya. Salah satunya adalah keanekaragaman sumberdaya alam. Meski 

demikian, desa sebagai mutiara yang terpendam oleh pandangan problema 

kehidupan, seperti kemiskinan, keterbatasan fasilitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, 

perlu penajaman terhadap penyelesaian peliknya masalah desa dengan 

memberdayakan potensi sumberdaya yang ada. BUMDesa berpeluang menjadi garda 

terdepan dalam upaya mengelola dan mengembangkan aset-aset desa. Bukan tidak 

mungkin, berbagai kisah menarik semacam wisata di kawasan perdesaan merupakan 

guratan kerja keras dari lembaga tersebut. Bahkan telah banyak sejumlah BUMDesa 

di Indonesia mampu berkontribusi dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) dan 

mengurangi angka pengangguran. 

Buku sederhana berjudul Eksistesi Lembaga BUMDesa sebagai Lokomotif 

Pembangunan Desa Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mencoba untuk mengulas 

cerita empat BUMDesa di tiap kabupaten di provinsi tersebut. Tiap BUMDesa 

memiliki karakterisik yang berbeda-beda, mulai dari unit usaha, dukungan lembaga 

lainnya, keuntungan yang didapat, serta permasalahan yang dihadapinya. Buku ini 

dikemas dengan apik untuk menarik pembaca dari halaman ke halaman selanjutnya. 

Pada bagian epilog, penulis berupaya untuk menuangkan ide-ide dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh BUMDesa. Penulis berharap setiap 

untaian kata dalam buku ini dapat tersampaikan dengan jelas kepada pembaca. 
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